TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

=
‘-_AF,J
T\ =4
| P=t7]

~F
— I | jp——
SN gl
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAT HAJL ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
| EM B°E R

ALFIANI KHUMAIROH
NIM : 212102030064

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS YARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddig Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

1’1

ﬂi

—

-

e
o~ N

INIVERGATHA) ACHMAD STBDIQ
K!Al HAJI ACHMAD SIDDIQ

] EMB E R

Oleh :

ALFIANI KHUMAIROH
NIM : 212102030064

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS YARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenubhi salah satu persyaratan memperolch
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah

Program SI J\ Tata Negara

ANI
UNIVERSINMS2185P280%N EGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J EM B ER

Dasen Pembimbing

Dr. MUHAMMAD FAISOL, S5., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

s
m



TANGGUNG JAWARB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negaa

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Anggota :
I. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. %
2. Dr. Muhammad Faisol, S.5., M.Ag.

Menyetujui

iv



MOTTO

) - o . Qég’a 07 go0d o - Y 20, o . % « (o} a.f. iy
- &aa)y G laday WA s5ealy bopllal 3 pacd 4 15 o3
Gbadl) (i &4 A

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah
diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah
sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-

A’raf ayat 56.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
| EMB E R

‘Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan,
(Jakarta: Jabal, 2010),435.



PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan perjuangan yang

cukup panjang yang telah peneliti lakukan syukur alhamdulillah peneliti

bisa mendapatkan gelar sarjana. Rasa bahagia ini akan saya persembahkan

kepada orang-orang yang peneliti sayangi dan dicintali.

1.

2.

Panutan peneliti Bapak H. Muhammad Hengky Husam, terima kasih
atas dukungan yang tiada henti dalam membantu penulis mewujudkan
impian melalui mengirimkan doa, kasih sayang dan pengorbananmu.
Semoga pencapaian saya bisa membawa kebahagiaan dan kebanggaan
bagi beliau.

Almarhumah 1bu Pipih Sumiati, penulis mempersembahkan skripsi ini
sebagai wujud kasih sayang dan penghargaan karena, beliau ingin
peneliti menjadi -'sairj'érl‘a.l ée“fﬁ'bdé{‘de’r}g\ah -ﬁe:néapaiéh penulis ini, beliau

KIAl HALI ACHMAD SIDDIQ

merasakan kebahagial n fdan rIkcleter]w%mgan bagi beliau.

'Y ) |

Muhammad Vidic Al-Ghanis, adik kandung dari penulis. Terima kasih
sudah menjadi teman untuk berbicara. Mendukung penulis dan
menerima mood boster peneliti dalam proses menylesaikan skripsi ini.
Semoga kau diberi kesehatan dan kita harus tetap saling membantu di
setiap kesempatan berikutnya.

Hj Luluk dan Entis Sutisna, terima kasih atas doa yang tulus diberikan
untuk peneliti. Semoga nenek dan kakek diberi kesehatan dan juga

rezeki yang barokah.

Vi



5. Terakhir untuk keluaga besar dan saudara-sauadara yang telah
memberikan doa nya untuk peneliti, sehingga peneliti bisa
menyelesaikan skripsi. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan

rezeki yang barokah.

P —
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

=\

Vii



KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar
sampai mendapatkan gelar sarjana.

Pencapaian ini sanagat terbantu oleh nasihat, doa, dan dukungan dari
beberapa dosen yang sanagat peneliti syukuri. Oleh karena itu, peneliti ingin
berterima kasih dengan tulus kepada:

. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag.,-M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad
Siddig yang senantiasa membimbing universitas dengan penuh semangat dan
kreativitas. Serta menjadi motivator bagi selurun mahasiswa UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember..

. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember __tgsrjma;-‘,.llqa\'sihw at__a§\lﬁep\e_rnih_mjpiér]qn dan kebijaksanannya

yang memotivasil sehifgga mefnastiken/lingkungan) Fakdlfas Syari’ah selalu

1)
A'

mendukung pertumbuhanjmzﬁhas;"""s‘\]\/a.l ) |
. Bapak Achmad Hasan Basri, MH, selaku Koordinator Studi Fakultas Syari’ah
UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember yang telah memberikan arahan dan
dukunan selama proses penelitian pembelajaran.

. Bapak Dr. Muhammad Faisol S.S,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah
sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan
skripsi ini.

. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

viii



10.

11.

. Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan sabar dan hati yang ikhlas.

Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syari’ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
yang telah memudahkan dan memberikan kelancaran khususnya pada administrasi dalam
menyelesaikan tugas.
Muhammad Riski Ryaldi, teman dekat peneliti yang sudah mensupport untuk
menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Terima kasih sudah menerima mood boster peneliti,
mendoakan peneliti, dan menemani peneliti selama 4 tahun dan semoga selamanya.
Kepada teman-teman peneliti, yang sudah mensupport dan menemani peneliti sampai
selesai mengerjakan skripsi. Terima kasih semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang
barokah.
Seluruh pengarang Buku-buku atau Sumber Referensi yang telah peneliti gunakan.
Mungkin itu saja yang dapat peneliti sampaikan, akhir kata terima kasih dan serta

doa agar Allah SWT membalas dengan segala kebaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 14 Mei 2025

(Penulis)



ABSTRAK

Alfiani 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam
Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam
Pesrpektif Figh Siyasah

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak
Masyarakat, Infrastruktur Jalan,Figh Siyasah.

Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk masyarakat
sebagai mobilitas masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur jalan yang rusak merupakan tanggung jawab Pemerintah
kabupaten Jember sebagai pemimpin masyarakat untuk memenuhi hak
masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Berdasarkan Undang-
undang No 22 Tahun 2009 menjelaskan infrastruktur jalan yang rusak wajib
untuk diperbaiki oleh penyelenggara jalan. Infrastruktur jalan yang rusak
memiliki waktu yang lama untuk ditindak lanjuti. Padahal infrastruktur jalan
yang rusak mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah
kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan
yang baik? 2) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember
dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam
perspektif Figh Siyasah..? Dengan tujuan_penelitian ini adalah untuk
mengetahui tanggung jawab-pemerintah kabupaten Jember dalam memenuhi
hak masyarakat atas-infrastruktur jalan yang baik.dan mengetahui prinsip-
prinsip figh siyasah pada tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember
dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.

Jenis Penelitian ini %é’rdpgl?an’ bMelxlti:aﬁ Empiris (field research).
Penelitian Ini Amengganakan (pentekatan ) Kualitatif) | déngan  metode
menganalisis data, pengurmpulan data, dokumentasi, wawantara dan studi
kepustakaan dan pendekatdn HukUm Elmpihs, kébijakan pasal-pasal di dalam
peraturan perundang- undangan yang dianalisis makna implikasikannya untuk
mengetahui damapak baik atau buruk bagi masyarakat.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan Undang-
undang No 22 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air sebagai penyelenggara jalan harus memperbaiki jalan yang rusak,
memberikan rambu pada jalan yang rusak untuk keselamatan dan
kenyamanan masyarakat. Penyelenggara jalan membutuhkan Dana preservasi
yang didapatkan dari APBN maupun APBD. Jalan yang rusak tidak cepat
ditangani dan jalan rusak yang semakin parah karena, menunggu ketersediaan
anggaran tahunan. 2) Pemerintah kabupaten Jember harus memenuhi kriteria
atau prinsip pemimpin yang ideal menurut figh siyasah. Pemerintah
kabupaten Jember melakukan pembangunan infrastruktur jalan
meningkatkan pengawasan dan transparansi pada anggaran.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Akses jalan yang baik merupakan salah satu kompenen penting pada

pembangunan suatu daerah. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya
berfungsi sebagai penghubung antar wilayah tetapi juga memiliki peran besar
untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan perekonomian, pendidikan dan
kesehatan masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik nyatanya,
memungkinkan orang dan barang akan bergerak lebih cepat dari satu tempat
ke tempat yang lain. Begitu juga dengan mobilitas yang lancar, kegiatan

ekonomi, sosial, dan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Infrastruktur jalan.yang baik memudahkan distribusi barang dan jasa.
Infrastruktur jalan yang lancar-membantu pelaku petani, usaha ataupun

pengrajin lokal,juntuk <membawa | predukmereka; ke pasar, dan juga

meningkéfkiaﬁ‘n Ih&silﬂdehdébﬁé}\ | M@a‘dke;h ldah jdérékonomian daerah.

N/ A i . .
Infrastruktur jalan yanglg biaik 'm!am]udarl]kan transportasi bahan baku produksi

industri.?

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran
penting di dalam kehidupan masyarakat dalam pengembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu jalan merupakan bagian dari sistem

transportasi nasional untuk mendukung dalam ekonomi, sosial dan budaya dan

? Eko Karjuan, “ Pentingnya Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Masyarakat”, Jakarta,
09 November, 2024, https://www.rri.co.id/lain-1ain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-
pembangunan-masyarakat



https://www.rri.co.id/lain-lain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-pembangunan-masyarakat
https://www.rri.co.id/lain-lain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-pembangunan-masyarakat

juga lingkungan yang dikembangkan dengan pengembangan wilayah,
pemerataan dan pembangunan antar daerah.> Kemudian Jalan yang rusak bisa
mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan di sebabkan bisa dari faktor manusia,
faktor kendaraanya atau dan juga faktor lingkungan (fisik dan sosial). Faktor
lingkungan secara fisik dan sosial yaitu benda mati yang berada di sekeliling

manusia termasuk jalan.*

Beberapa desa di kabupaten Jember terdapat beberapa jalan yang
aspalnya sudah tidak mulus, Seperti jalan yang berlubang-lubang dan bisa
dikatakan sangat parah. Beberapa lubang atau jalan yang sudah tidak merata
itu sering membahayakan_pengguna jalan. Salah satunya ada berada di Desa
Sukowiryo Kecamatan Jelbuk seperti gambar yang berada dihalaman

lampiran.’

Jalan seperti uraian diatas, sudah dapat dinilai bagaimana kondisi jalan

yang sudah tidak rrata. yang ldi\akibatkan\dari cekungan yang dalam, diameter

tidak be%élﬂaﬁ& @LLb&(JIJM{)\SIa]n ?auz)lllga!l} };v,empurna. Gambar
EM B E R
tersebut juga menggamlbarkan jalan yang rusak yang artinya permukaan jalan

yang tidak mulus yang disebabkan dari beberapa faktor yang pertama jalan

® Feti Rakhmani, “Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan
Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan” (Tesis, Mahasiswa Hukum Untan, 2015), 3.

* Feti Rakhmani, “Tanggung Jawab Pemerintah,”3.

> Observasi di Desa Sukowiryo Jelbuk, 15 Desember 2024.



belum di aspal, yang kedua Kkerikil atau material yang menganggu bagi

pengguna jalan, dan yang terakhir jalan yang memang sudah rusak parah.®

Salah satu tokoh masyarakat, beliau bernama Karsani salah satu RW
disana yang dekat sekali dengan lokasi jalan yang rusak tersebut menjelaskan
jalan itu sudah lama rusak. Dulu sekitar tahun 2020 sudah pernah di perbaiki
tetapi rusak lagi ,kira-kira jarak nya seminggu lebih dengan waktu di perbaiki
dan sampai sekarang masih belum di perbaiki. Sering di jalan tersebut
mengalami kecelakann, masyarakat yang berdagang atau pun masyarakat yang
berangkat sekolah itu menjadi.korban kecelakaan karena memang jalan itu
yang paling parah. Transportasi yang melewati jalan itu bukan hanya sepeda,
dan mobil tetapi juga truk yang bermuatan besar jadi itulah penyebab rusak
dan berlubangnya.jalan yang ‘'menambah Kkondisinya tambah parah. Jalan itu
sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakt tetapi masih belum mendapatkan
respon, Jalan te‘rsglqutzf hﬁrvghlswegewr?”__g'\rﬁzsgo:n I:..Q?IethPemerintah Kabupaten
Jember kérena ljalah/nya slidéh lsafigatpatehiysangat) berésiko sebagai jalan

yang digunakan setiap Iﬁarinya’hbleh]r"ha§yralé<;at.7

Kemudian ada juga di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono.
Seperti gambar yang berada di halaman lampiran. Salah satu tokoh masyarakat
disana menjelaskan sesuai gambar di atas jalan itu memang lama tidak
diperbaiki, akibatnya jalan tidak mulus dan berlubang semakin parah. Jalan

rusak itu sangat menganggu aktifitas sehari-hari warga disana. Terkadang

® Ferawati Royani, “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya,” Jurnal Hukum
Sehasen 2, no. 2 (Desember,2017): https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/420

" Karsani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Desember 2024.



https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/420

terjadi kecelakaan yang disebabkan pengendara yang berusaha untuk

menghindar dari jalan berlubang dengan kecepatan tinggi. 8

Jalan rusak juga terjadi di tengah kota Jember yakni di Kecamatan
Sumbersari. Kemudian di Kecamatan Pakusari, dan Kecamatan Bangsalsari.
Kerusakan jalan yang berada di Kecamtan tersebut contoh jalan lubang yang
kecil tetapi lama-lama akan menjadi parah jika tidak cepat di atasi. Jalan rusak
di dekat lampu merah pertigaan di Kecamatan Kaliwates Desa Ajung yang
sangat parah dan bergelombang. Jalan tersebut harus segera diperbaiki. Jalan
tersebut juga dilewati olen masyarakat untuk aktifitas sehari-hari agar
terhindar dari kecelakaan terutama mahasiswa UIN KHAS yang sering

melewati jalan itu.’

Kemudian jalan yang sering saya lewati di Desa Kalisat Kecamatan
Kalisat. Sekitar 2023 jalan tidak merata ini awalnya tidak terlalu melebar

tetapi karena'tidak\cepat>diatasi pada/akhirhya mengakibatkan jalan tersebut
menjadi %i(a;\merjaf[a/:}elnlg &rgarLl!Mgéapm ﬁ(lrhgahgal]%da jalan pasti akan
terjadi, seperti hal nya ]derf\gan!lblara]n'g. IBar;;mg yang sering digunakan, barang
yang sering digunakan memungkinkan akan mengalami kerusakan. Jika
kerusakan jalan tersebut tidak cepat diatasi atau diperbaiki maka kerusakan

tersebut akan bertambah parah dan bisa menyebakan kecelakaan. Kondisi

jalan yang buruk tidak akan bertambah buruk jika ditindak lanjuti dengan

& Sutopo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Desember 2024.
® Observasi di Desa Sumbersari, Pakusari, Bangsalsari, dan Kaliwates, 15 Desember 2024.
1% Observasi di Desa Kalisat, 15 Desember 2024



pemeliharaan yang baik, sehingga tercapainya kesejahteraan untuk

masyarakat.*

Pemenuhan hak masyarakat dalam infrastruktur jalan yang baik dilihat
dari pentingnya kualitas infrastruktur. Kualitas jalan yang berpengaruh dalam
keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ada beberapa kualitas jalan
yang harus di jalankan supaya hak masyarakat terpenuhi seperti permukaan
jalan yang rata karena jalan yang bergelombang atau berlubang menyebabkan
kerusakan kendaraan dan atau pun kecelakaan. Kemudian lebar jalan yang
cukup, rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan dan juga sistem drainase
untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena genangan air. Masyarakat
berhak berpatisipasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

Partisispasi masyarakat dapat menghasilkan ide.inovatif atau solusi yang baik.

Pemenuhan hak masyarakat dalam infrastruktur yang baik memiliki
kaitan dengan hak‘asasi ‘mantsia) karena telah diatur dalam pasal 281 ayat 4
.7 _ ) - N
oo SIALHAILACHMAD SIRPY

emen ” yang berbunyl “bahwa perlindungan,
A ) D
pemajuan, penegakan ]darfl pe!FnIenl]Jk'lanI haik‘ asasi manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah”.*> Maksud dari pasal hak asasi manusia di
atas adalah pemerintah harus memastikan masyarakatnya terpenuhi hak nya

dalam kebutuhannya seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik atau

infrastruktur yang baik.

! Gladis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow, “Penegakan Hukum
Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak,” Gorontalo Law Review 3, no. 2 (Oktober 2020): 124
12 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 281 ayat 4 UUD

1945



Setiap daerah pasti memiliki peraturannya masing-masing tentang
infrastruktur jalan yang baik ataupun dalam perbaikan jalan. Jember memiliki
Peraturan Bupati yakni tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten
Jember bagian keempat Bidang Insfrstruktur dan Kewilayahan pada pasal 9
ayat (2) huruf a yang berbunyi ”bidang infrastruktur dan kewilayahan
sebagaimana mempunyai fungsi tertentu seperti pelaksanan program
perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”.13
Peraturan Bupati ini menjelasakan bahwa peraturan ini memiliki tujuan untuk
pembangunan insfrastruktur = dan = fungsi meningkatkan kualitas hidup

masyarakatnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang harus dikerjakan

sesuai dengan perencanaan yang matang.

Kemudian dari sudut. pandang figh siyasah. Figih siyasah
membicarekef (e OrPETSS SHNIGT iR Kefidupen manusia dalam
bernegara( atau |tentafig) kekudsaan [yakni seprti Inukiim_ fata negara, hukum
ekonomi, intrnasional, dan ju{r'j'-aI adminitrasi negara. Memiliki soal hubungan
antara rakyat dan pemimpin sebagai kekuasaan yang konkret dalam satu
negara atau antar negara. Di bawah ini merupakan kaidah yang memiliki
kaitan dengan pemimpin yang harus memenuhi hak masyarakatnya yakni

dalam kemaslahatan rakyatnya sebagai berikut :

3 pemkab Jember. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan FungsiSerta Tata Kerja, Badan Perancanaan dan Pembangunan Dearah
Kabupaten Jember pasal 9 ayat (2) huruf a.
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“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta
Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku
mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya,

dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya™*

Makna dari kaidah di atas adalah pemimpin yang harus memiliki
sikap kemasalahatan kepada rakyat dan tidak mengikuti hawa nafsu dan
keinginan keluarga atau kelompoknya. Kemaslahatan itu harus dilaksanakan,
dikerjakan, dan juga dievaluasi. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk melakukan. perbaikan: jalan agar hak masyarakat terpenuhi dalam
mendapatkan infrastruktur jalan yang baik.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI i 20 4w

KIAI HA)JI ACHMAD SIDDIQ
“Perbuatan khianat itu tidak tefbagitbagi” |

Makna dari kaidah di atas jika seseorang yang berkhianat atau tidak
melaksanakan terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya maka
dia harus dipecat dari seluruh amanah yang ada pada dirinya. Misalnya,
seperti kepala daerah yang memiliki tanggung jawab pada keuangan tetapi

kepala daerah malah menyalah gunakan tanggung jawabnya tersebut maka,

Y H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh (Jakarta: Kencana, 2007) 147-148
> H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh (Jakarta: Kencana, 2007) 147-148



seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya harus dia lepas karena

melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.*®

Adapaun fenomena terbaru yakni Jalan provinsi yang rusak di
Kecamatan Rambipuji, Balung, dan Puger sekitar 20 Kilometer yang
berlubang dan rusak nya parah. Seorang warga asal desa Purwosari
Kecamatan Gumukmas yang menjadi korban kecelakaan di jalan provinsi di
Desa Aturan Malang, Kecamatan Balung tertabrak truk karena pengendara
sedang menghindari jalan yang rusak itu. kemudian protes yang dilakukan
olen masyarakat sekitar jalan tersebut dengan membakar bekas dan

membentangkan spanduk,*’

Dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat, Komisi C DPRD
dengan Dinas Pekerjaan*Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk
menghentikan truk yang memiliki muatan yang berat agar tidak melintasi

jalan provinsi kecamatanl Rambipuji, 'Baluhg dan Puger, karena Jalan yang
rusak griﬁ?élLart Iaflblllz!t é\a(i" ]trl.umlgl] b%‘r%L?altla?l] E);rat yang melebihi
kapasitas yaitu mencalpai} 42[\I'¥(I)n ]p;adghalnsudah dibatasi hanya 8 ton saja.
DPRD Jember berencana untuk mengusulkan masalah jalan tersebut kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena itu merupakan tanggung jawabnya.'®

Ketua DPRD Jember yakni Ahmad Halim mengusulkan agar perbaikan jalan

®H. A Djazuli, Kaidah-Kaidah, 148-149

o Sugianto, “ Hindari Jalan Rusak di Jember, Pemotor Tewas Tertabrak Truk,” Selasa 03
Desember 2024, Jatimnow Kabupaten Jember, 14:18 WIB, https://jatimnow.com/baca-73781-
hindari-jalan-rusak-di-jember-pemotor-tewas-tertabrak-truk

18 Sugianto, Warga Keluhkan Jalan Provinsi Rusak, DPRD Jember Hentikan Truk Muatan
Berat,” 03 Desember 2024, Jatimnow Kabupaten Jember, 07:50 WIB, https://jatimnow.com/baca-
73772-warga-keluhkan-jalan-provinsi-rusak-dprd-jember-hentikan-truk-muatan-berat



https://jatimnow.com/baca-73781-hindari-jalan-rusak-di-jember-pemotor-tewas-tertabrak-truk
https://jatimnow.com/baca-73781-hindari-jalan-rusak-di-jember-pemotor-tewas-tertabrak-truk
https://jatimnow.com/baca-73772-warga-keluhkan-jalan-provinsi-rusak-dprd-jember-hentikan-truk-muatan-berat
https://jatimnow.com/baca-73772-warga-keluhkan-jalan-provinsi-rusak-dprd-jember-hentikan-truk-muatan-berat

tersebut dilakukan dengan pengecoran agar kualitas bisa digunakan dalam

jangka panjang.*®

Dari data observasi yang didapatkan pada awal penelitian, diketahui
masih banyak infrastruktur jalan yang belum bisa dikatakan sesuai dengan
standart bagi masyarakat kabupaten Jember dan Tanggung jawab Pemerintah

kabupaten Jember belum sesuai dengan perspektif figh siyasah.?

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini perlu diteliti untuk melihat
betapa besar tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat
dengan prinsip-prinsip figih ;siyasah. Pemerintah Kabupaten Jember harus
bertanggung jawab semua. jalan rusak yang beradi di Kabupaten Jember.
Tidak perlu adanya aksi protes dari masyrakat seharusnya Pemerintah
Kabupanten Jember bertanggung jawab-untuk memperbaiki jalan yang rusak
demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Kajian ini berfokus pada

analisis yang lebih' dalam permasalahan.tefsebut ke dalam penulisan skripsi

berjudull “Tahggting) Jawats | POHidrintar Kablipateh Jember dalam
EMDB E R
Pemenuhan Hak Malyarakat atas Infrastruktur Jalan yang Baik Dalam

Perspektif Figh Siyasah”.

B. Fokus Penelitian
1. Bagaiamana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam

pemenuhan hak masyarakat atas instrtuktur jalan yang baik?

19 Anggi Widya Permani, “DPRD Jember Usul Perbaikan Jalan Rambipuji Puger Dengan
Beton,” Kamis 12 Desember 2024, rri , 11:36, https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-
usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton.

% Observasi di Kabupaten Jember, 15 Desember 2014.



https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton
https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton
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2. Bagaiamana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam
pemenuhan hak masyarakat atas instrtuktur jalan yang baik dalam

perspektif figih siyasah?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan
hak masyarakat atas infrastrukur jalan yang baik
2. Untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip figih siyasah pada tanggung
jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastrukur

jalan yang baik

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoristis
a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan melengkapi
dalam ‘pengetahuan hukum dalam perspektif figih siyasah dalam
tanggt‘micj‘jjlévi/aﬁ “Penferintah p\a‘Bé bérhésaﬁhan tentang perbaikan
KIAI HA_AI ACHMAD SIDDIQ o
jalan yang bai l}Jntu[\I:pre]rr_“]enuha?: hak masyarakat. Penelitian ini
diharapkan agar masyarakat bisa memperhatikan dan memberikan
respon pada kinerja pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan
yang baik.
b. Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan pembaca
tentang hukum ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah
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Penelitian ini diharapkan untuk bisa dijadikan evaluasi bagi para
pemerintah daerah bagaimana melaksanakan tanggung jawab untuk
memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baikdikaitkan dengan

hukum islam yakni perspektif figih siyasah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan wawasan
kepada masyarakat mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah
daerah dalam pemenuhan hak masyarakat yang harus terpenuhi atas

infrastruktur yang baik dalam perspektif figih siyasah.

E. Definisi Istilah
Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang

ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami

sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi

istilah sebagai-berikut <) TAS [SLAM NEGER]
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
1. TanggungJawab | [ N| B | R

Menurut Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) tanggung jawab
memiliki adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya yang jika terjadi
sesuatu maka boleh untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.?
Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah menerima pembebanan

sebagai akibat sikap poihak sendiri atau pihak lain.?

2! Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada 26
November 2024
22 Kamus Hukum versi online/daring, diakses pada 26 November 2024
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Tanggung jawab secara harfiah memiliki arti suatu keadaan yang
menangung segala sesuatunya yang jika terjadi sesuatu boleh untuk dituntut.
Pertanggung jawaban berarti memiliki kewajiban yang merupakan
perhitungan atas segala sesuatu yang terjadi dan meiliki kewajiban untuk
memulihkan atas kerugian yang mungkin terjadi. Menurut Hans Kelsen suatu
konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum
merupakan konsep tanggung jawab hukumn yang disebut dengan liabiliy.
Seseorang yang bertanggung jawab untuk sesuatu perbuatan tertentu yang

dapat dikenakan suatu sanksi karena perbuatannya sendiri.?®

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama
memikul tanggung..jawab. ‘untuk  menggunakan kekuasan. Pemerintah
beranggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti
memberikan kesejahteraan dan ketertiban dan hak asasi manusia.”* Pemerintah
adalah kegiatan atau’\usahd)yang] befkedallatydan berlandaskan pada dasar

negara mengenai rakya{ dzin vv’ri"'l‘elyah“de%i té+capainya suatu negara.?

Sedangkan untuk pemerintahan daerah  merupakan  sistem
penyelenggaraan nasional yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus wilayahnya sendiri maksudnya menyelesaikan kewenangan yang

sudah diberikan, dalam upaya memikirikan dan mengambil keputusan harus

2 Heni Wijayanti, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berupa Ketersediaan Oksigen Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Covid-19 (Surabaya:Scorpio
Media Pustaka, 2022), 9-10

* Heni Wijayanti, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berupa Ketersediaan Oksigen Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Covid-19, 8

% Sholih Mu’adi, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Malang: UB Press, 2015)



13

mengikut sertakan DPRD dan yang paling utama adalah masyarakatnya.
Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah

penyelenggara pemerintahan otonomi daerah dan juga DPRD.%

3. Pemenuhan Hak Masyarakat

Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada masyarakat agar
tercapai hak pribadi sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan dan melindungi harkat
dan martabat masyarakat Indonesia supaya tercapainya kebutuhan masyarakat.
Masyarakat untuk mendapat keadilan sosial yang ditegaskan di dalam
Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak™.Pasal di atas menunujukkan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan fasilitas yang layak. Jadi
Pemerintah waji_p;u_n:tu_}g \memﬁmymlwflaﬂl'\tqs\\(ang.mq;\npadai demi kenyamanan

masyaral%éftﬁ%.:FHA]I ACHMAD S“_]D]Q

I EMDbB E R
4. Insfrastruktur

Insfratstruktur merupakan salah satu sistem fisik yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan ekonmi dan juga yang

berorientasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk melayani masyarakat.?®

?® Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, Journal
Hukum Positum, no. 1 (2016):86, https://opac.fhukum.unpati.ac.id/index

27 Sigit Dwi Nurida, Hak Warga Negara (Klaten: Cempaka Putih, 20219), 1-8

%8 Basri Na’ali., Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Daerahnya (Ruang Karya:
2022), 225



https://opac.fhukum.unpati.ac.id/index.php?bid=7938&fid=2124%3Dfstream-pdf
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Adapun pada sumber lain yang mengatakan infrastruktur merupakan
segala jenis yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pendukung aktifitas
sehari-hari, dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk memenuhi hak
masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Salah satu ahli bernama Neil S.
Grigg mengatakan pengertian infrastruktur sebuah sistem fisik yang
menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, dan bangunan gedung
yang dapat memenuhi berbagai keperluan mendasar baik secara ekonomi

maupun sosial.”®

5. Figh Siyasah

Secara bahasa figh.memiliki arti pemahaman, sedangkan secara istilah
figh adalah pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan dari
dalil yang terincinyang hukum-hukumnya khusus-diambil dari al-Qur’an dan
as-Sunnah. Kata siyasah secara bahasa memiliki arti mengatur, mengurus, dan

memerintah. Secara jistilah siyasah; adalah memimpin dan mengatur sesuatu

dengan céra membawa keméaslahatat/i A L) ST DT

| EMBER
Definisi Figh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal dan perihal

urusan negara dengan masyarakat dengan segala bentuk pengaturan, hukum,
dan kebijaksanaan dipegang oleh kekuasaan yang sejalan yang didasari

dengan ajaran syariat agar tercapainya kemasalahatan bagi masyarakat.*

2% Rosyda,”Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya”, Gramedia
Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrsatruktur

% Wahyu Abdul Jafar, “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 20, https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/



https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrsatruktur
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775%26ved
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F. Sistem Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika
pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan
penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB | pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang
terdiri dari latar bekalang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui

konteks penelitian.

BAB Il dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri
dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam

membahas objek penelitianyang sedang peneliti lakukan.

BAB 111 berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai

' | [AS IS ol
hasil penelltlan secara maksi mal er i }\n IS penelltlan pendekatan penelitian,

IAI HAJI ACHMAD SIDD
tempat penelltlan, subJFk penﬁllltlap_ snimeer data, teknlk pengumpulan data,
Analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat

diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan

peneliti.

BAB 1V berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil
penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang

dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.
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BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang
kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari

penulis dan penutup.

= —
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau
acuan dasar sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu
juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu
dengan penelitian saat ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat
persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti

mencantumkan hasil penelitian.terdahulu sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Arie Budiawan pada tahun 2019 dalam jurnal
unigal yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan
Perbaikan Jalan Desa“di_Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplamcar

Kabupaten Pangandaran”™

AS ISLAM

Is}L} h%fl]m} ?%l n):\ {laj\ rm%lla? ]%nessm Fn Pemerintah Daerah

Kecamatan Langkaplar’car Ka!tpl_qpaie'n Ifanqqndaran mendapatkan bantuan dari
APBD provinsi sebanyak 2,4 M, APBD Kabupaten sebanyak 95 jt dan bangub
sebanyak 100 jt yang dikhususkan untuk perbaikan namun Pemerintah Desa
belum melaksanakan perbaikan jalan tersebut. 2. Penyebab dari tidak
dilaksanakan perbaikan jalan tersebut karena yang pertama kurangnya peran
Pemerintah Daerah, kemudian yang kedua Pemerintah Desa kurang selektif
dalam memprioritaskan upaya pembangunan, 3.Pemerintah Desa kurang

melibatkan masyarakat desa dalam soal pembangunan, 4.Pemerintah Desa

15
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kurang mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong dalam upaya
perbaikan jalan supaya tidak mengurangi anggaran APBD Desa untuk

membayar pihak ketiga.

Menurut UU No. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah
bahwasannya otonomi adalah hak dan wewenang kewajiban daerah otonom
untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan dan pemerintah wajib menampung semua aspirasi
masyarakat supaya menjadi kebijakan agar menumbuhkan gotong royong
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analisis. Metode deskriptif menggunakan aspek-aspek
sesuain dengan penelitian yang sedang dihadapi. Data primer yang didapatkan
1 orang tokoh masyarakat, 1 orang anggota LPM; 2 orang anggoya BPD, 1
orang Kepala Desa, dan 2 orang perangkat desa. Mendapatkan data sekunder
dengan meljhati dokum?Tdogqm?n\\df -\Igari)_tgriﬁekretarian Kabupaten

Pangandéfaﬁnf\l{(ehhﬂizjrl uhtlK | pehgurmpulahy datal ﬂélﬁg:an cara observasi,

) B

wawancara, dan dokumlenfasi.’h"'fI b E R

Pada hasil penelitan ini adalah, Kepala Desa melakukan pengarahan
mengumpulkan data dan wilayah yang harus diperbaiki. Kepala Desa
menyuruh pegawai desa untuk mengawasi dalam perbaikan jalan. Kepala
Desa memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menyusun rencana
perbaikan jalan, melakukan pengawasan terhadap jalan yag diperbaiki. Dalam

mengatasi hambatan, Kepala Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar
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meningkatkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dan fungsinya supaya

kinerjanya menjadi lebih baik.*

Perbedan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu,
Penelitian terdahulu mengkaji peran atau tanggung jawab Kepala Desa dalam
pelaksanaan perbaikan jalan. Bagaiamana peran Kepala Desa memiliki peran
untuk mengarahkan, memberikan dukungan dalam pembangunan dalam
perbaikan jalan di desa, sedangkan untuk penelitian ini mengkaji bagaimana
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak
masyarakat dalam perbaikan jalan yang baik di Kabupaten jember. Agar
masyarakat Kabupaten Jember sejahtera dan aman karena jalan yang baik.
Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang tanggung

jawab Pemerintah.Daerah atas infrastruktur jalan.yang baik.

Penelitian terdahulu fokus pada peran Kepala Desa dalam perbaikan

jalan sedangkan! penelitian! ini> berfokus! padaltanggung jawab Pemerintah

kabupate}r? ééfr}hgell lié}‘al'rl }Q%ELJMQ}I%a;ﬂrL{MMtSQ infrastruktur jalan

M B E R
yang baik dalam perspektif figh siyasah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Naffa Ardilla Hidayaty tahun 2019 Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
yang berjudul “Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan

Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

3 Arie Budiawan, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaika Jalan Desa di Desa
Jadimulya Kecamatan Langkaplamcar Kabupaten Pangandaran,” Jurnal Unigal 2, no. 1 (2019): 2-
9, https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2739&ved



https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2739%26ved
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Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan

Ujungpangkak Kabupaten Gresik)”

Isu Hukum penelitian ini adalah adanya dana desa yang digunakan
secara efektif untuk membuat pemerintah, khususnya pemerintah desa,
mampu membangun masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun
2016, tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk membiayai program
dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. Namun, masyarakat Desa Bolo masih membutuhkan lebih
banyak pembangunan. Ini_karena pembangunan yang telah dilakukan belum
memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini mungkin disebabkan oleh

kurangnya partisipasi.masyarakat dalam-penggunaan dana desa.

Dianalisis dalam perspektif figh siyasah dalam penggunaan dana di
bidang pembangunan.perbaikan jatan/\Fokuls Imasalah dari skripsi ini adalah
dana des,}él< yéﬁ‘gj kLl{JQsM/a/}elerM%els%\ é:‘d‘elrl-r]nl]:lsvaga‘kat sejahtera untuk
program dan kegaiatanl deftlamp genlt;anlgun;;w dan pemberdayaan yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa, Belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan rumusan masalah 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, bagaimana penggunaan dana desa di Desa Bolo
Kecamtan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk pembangunan perbaikan
jalan tersebut, 2. Dari sudut pandang figh siyasah, bagaimana penggunaan
dana desa untuk pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan

Ujung pangkah Kabupaten Gresik.
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Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (filed
research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu
deskriptif-kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap mengenai objek
penelitian yang dihubungkan dengan yang terjadi dilapangan dengan pola

pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunujukkan
kepada desa dalam penggunaan di bidang pembangunan perbaikan jalan di
Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pada tahun 2017
dana desa hanya dianggarkan untuk pembangunan drainase dan TPS. Didalam
perspektif figh siyasah penggunaan dana desa.di-dalam pembangunan desa
tidak sesuai karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan
yang ditentukan plenga_q ‘Q?rpttﬂ[_gq ¥a}p_q{ii1bu@; ?Ieh ipﬁmerintah yaitu undang-

undang.KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

EMBER
Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu,

penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan dana desa untuk
pembangunan perbaikan jalan. Penggunaan desa ini dilakukan agar
masyarakat bisa mendapatkan hak nya untuk hidup yang kuat, maju, dan juga
mandiri agar bisa hidup, adil, makmur dan sejahtera.mendapatkan hak unutk

jalan yang baik. Mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dalam

% Naffa Ardilla Hidayaty, “Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi

Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujunpangkah Kabupaten Gresik),” (Skripsi Univeesitas

Islam Negeri Sunan Ampel 2019), 2-9.
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pembangunan perbaikan jalan yang dilakukan di Desa Bolo Gresik menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan untuk penelitian ini
membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi masyarakat
atas infrastruktur jalan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat yang ada
di Kabupaten Jember. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama fokus
terhadap sudut pandang figh siyasah yang ada kaitannya dengan perbaikan

jalan.

Penelitian terdahulu berfokus pada penggunana dana dalam perbaikan
jalan didalam Undang-undang.No. 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini
berfokus pada bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember

dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.

3. Tesis yang ditulis oleh Feti Rakhmani dalam jurnal Nestor Magister
Hukum 2019 yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Akibat

Kerusakan' ' Jalan! ™ Terhadap | ./Ketelakaan < Kendaraan  Bermotor

Berdasarkah Pasat 2380 danty Uit 15/22 TAdrl2009 Tentang Lalu
 EM DB |

Lintas dan Angkutan Jalan”

;'r
iy

Isu hukum dari penelitian ini adalah 1. Pihak mana saja yang
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban berdasarkan Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 2.
Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap kecelakaan

kendaraan bermotor yang di akibatkan oleh kerusakan jalan berdasarkan pasal
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238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan
sosiologis karena penelitian ini menggunakan hukum dan kaidah mormatif.
Hukum normatif memiliki objek yakni asas-asas hukum dan sistematika
hukum, sinkronisasi dan horizontal. Sedangkan kaidah penelitian ini berupa

asas hukum dalam arti nilai, hukum konkrit dan juga sistem hokum.

Hasil penelitian ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
memperbaiki jalan yang rusak dan memberi rambu pada jalan rusak
menyediakan dan mengalokasi dana untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas.
Saat ada kecelakaan Dinas Perhubungan LLAJ mewajibkan membuat berita
acara di lokasi kecelakaan-atau peristiwarlainnya yang sesuai dengan hukum
acaranya. Pemerintah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi

keselamatan 'rakyatnya! ‘Jalan yahg ! risak harus:'segera diperbaiki dan saat
perbaikarlﬁ< Jal’%lha’réﬂkkt{}r?tgnb%éh "gm‘t;:'uug-;)al gijjgigkterjadi kecelakaan.
Masyarakat berhak merlfdap!z;liE(arll 'pémb;‘gian denda karena masyarakat
menjadi korbannya. Lalu korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan ganti
rugi yaitu berupa asuransi jiwanya atau biaya atas kerusakan kendaraannya.

Oleh karena itulah pemerintah harus bisa mewujudkan perannya yakni

keamanan, kesejahteraan, ketertiban pada lalu lintas karena hal itu penting
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untuk mendukung ekonomi, akuntabilitas, dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi.*

Perbedaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian
terdahulu, penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab Pemerintah
atas kecelakaan yang disebabkan oleh keusakan jalan. Pemerintah lalai untuk
bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak. Dari jalan yang tidak
diperbaiki itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Pihak keluarga dari
korban berhak mendapatkan ganti rugi. Pemerintah harus melaksanakan
perannya agar terwujudnya keamanan, kesejahteraan di dalam masyarakat
dengan berdasarkan pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab
Pemerintah untuk-memenuhi. hak masyarakat atas.infrastruktur yang baik yang
berdasarkan sudut pandang figh siyasah. Agar tercapainya kesejahteraan
masyarakat. I?ersiamaapf d_‘afrf :Qle_\rrlqliyﬁr\ l\n‘ a\dglgh?sgma-sama fokus terhadap
tanggung, jatuab [Reférintah( dalahy| Kerusakah| Jalan( supaya masyarakat

sejahtera dan makmur dan’ met‘ri"gbra]n’gi beriéfiwa kecelakaan.

Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab pemerintah akibat
kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan berdasarkan Pasal 238
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sedangkan penelitian ini, berfokus pada
tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak

masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif figh siyasah.

% Feti Rakhmani, “Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap
Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No.22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Tesis, Mahasiswa Hukum Untan, 2015), 3
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4. Jurnal yang ditulis oleh Rico Pasca Pratama, Herni Widanarti, Bambang
Eko Turisno yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah
Kota Pemantang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan yang
Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/PN.Pms)”

Dalam Jurnal Diponegoro Law Jurnall Isu hukum penelitian ini adalah
Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar membiarkan dengan sengaja jalan
yang rusak dan badan jalan longsor yang dapat menyebakan kecelakaan.
Pemerintah Kepala Daerah tidak memasang rambu-rambu ditempat tersebut
sebagai pemberitahuan kepada masyarakat untuk tidak melintas atau berhati
hati jika melewati jalan yang rusak tersebut. Akibat jalan rusak di Jalan Suri-
suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane, seseorang bernama Santun
Silaban menilnggial._ durlz.iaillfnge[‘rlf:} .nglg\la\i?n\yaqgjdiillza}kukan oleh Pemerintah
Kepala Daérah| Kota'Pematard Sidrtat dehgai Dines JRekérjaan Umum Bina
Marga Kota Pematanb §ian"t""a‘; rhaké seHarusnya patut untuk dinyatakan
perbuatan melawan hukum. Keluarga Almarhum merupakan pihak yang
dirugikan, pihak keluarga mengajukan gugatan atas tuntutan ganti kerugian
kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yakni putusan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/201/PN.Pms. Berdasarkan isu hukum
diatas maka masalah yang dapat dirumuskan 1. Bagaimana tanggung jawab
Kepala Daerah Kota dan Dinas Bimas Marga atas kelalaian tidak memperbaiki

jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan? 2. Bagaimana tanggung jawab
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Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian jalan yang rusak
yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 21/Pdt.G/201/PN.Pms?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis adalah
pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum
yang berlaku. Pendekatan yang menggunakan pendekatan undang-undang
membuat peneliti mengkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang

undang yakni melakukan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian inivyakni kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah
melakukan penyelenggara jalan harus diperhatikan terutama pada

pengawasan, | pengattran> dan’ juga> petawiatan yangdiatur didalam pasa 24

Undang-}U(in‘ld;% Iil(%lbl I2}2& gh1L]nI M&Lt}ané Ila‘u] }iplgag }dan angkutan jalan.

M B ER
Pemerintah Kepala Daerah Kota memiliki tanggung jawab terhdapa kerugian

dari perbuatannya tetapi juga kerugian yang dialami oleh orang lain. Berkaitan
dengan kasus kecelakaan yang disebabkan kerusakan jalan, Pemerintah
Kepala Daerah Kota memiliki tanggung jawab, tertera pada pasal 236 ayat (1)
bahwasannya pihak yang meyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang
dimaksud pada pasal 229 wajib untuk membayar ganti rugi yang besar atau
tidaknya ditentukan oleh putusan pengadilan. Kerusakan jalan dan longsor di

Jalan Suri-suri simpang jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar
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Utara Kota Pematang Siantar telah dianggarkan perbaikannya pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar 2013 tetapi
Pemerintah Kepala Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum tidak cepat untuk
memperbaikinya. Putusan Mahkamah Agung kerugian materil yang diajukan
oleh keluarga almarhum Santun Silaban dengan beberapa bukti surat dan

barang bukti hakim bisa mengabulkannya.3*

Perbedaan dari penelitian ini dengan penlitian terdahulu, peneltian
terdahulu membahas tentang bagaimana tanggung jawab Pmerintah Daerah
Kota dalam memperbaiki jalan. Karena Pemerintah Daerah memiliki tanggung
jawab terhadap anggaran pembangunan penyelenggara jalan dan mengawasi
penuh kondisi jalan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ganti
rugi apa yangn harus.dilakukan oleh Pemerintah.Daerah Kota dan Dinas Bima
Marga karena tidak cepat mengatasi kerusakan jalan yang memakan korban
sampai menimgggl.. duma |5Fq.?*ﬂ,gf<§’P___.L{“{Hk\p?q_e.Li“ﬂr} ini membahas tentang
tanggung¥, jalkab | PgmerintaH Kathupaten) Jembet | Balam memenuhi  hak
masyarakat atas jalan ylané baihk.I A&;:ar rJnasfférakat bisa mendapatkan hak yang
seharusnya masyarakat dapatkan dan mengurangi peristiwa kecelakaan.
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama fokus terhadap tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan supaya masyarakat

mendaptkan hak yang seharusnya didapatkan.

% Rico Pasca Pratama et.al., “Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang
Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan yang Rusak yang Mengakibatkan Korban
Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:
21/Pdt.G/201/PN.Pms),”Diponegoro Law Jurnal 6, no.1(2017):2-12, http://www.ejiurnal-
sl.undip.ac.id/index.php/dir/



http://www.ejiurnal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.ejiurnal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
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Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab Kepala Daerah
Kota lalai memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan dengan
(Studi  Kasus  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:
21/Pdt.G/201/PN.Pms) sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung
jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas

infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif figh siyasah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani dalam
jurnal collegium studiosium journal dengan judul “Implementasi
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten

Bengkalis”

Isu hukum dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota
memiliki wewenang dalam._penyelenggara jalan yang berada di Undang-
Undang Nomer 38 Tahun 2004 tentang jalan dan juga menjelaskan
penyelenggara dalam.!pasal /16 ayat/(1)! Wevvenarigl pemerintah kabupaten
dalam péﬁlyé% gg N lal/}ﬁ(m IM%eLyelenl ga aa Jalan kabupaten dan
desa, kemudian ayat (2) wewghang pemerilntah kota dalam penyelenggaraan
jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3) wewenang penyelenggara
jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan, ayat (4) menyatakan dalam hal pemerintah daerah
kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat

menyerahkan wewenang tersebut kepada pmerintah provinsi. Pemerintah
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kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan
membangun jalan yang sesuai dengan Undang-Undang dan memastikan jalan-
jalan wilayahnya harus dalam kondisi yang baik dan aman untuk masyarakat
dalam melintasi jalan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang jalan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni
perencanaan, pemeliharaan, = pembangunan, peneglolaan  anggaran,
pemeliharaan rutin dan priodik, serta penegakan hukum terkait pengguna

jalan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan (Statute Approach) yang memiliki kaitan dengan permasalahn atau
isu hukum. Kemudian menggunakan pendekatan analisis (Analytical
Approach) yaknizmenganalisa bahan hukum untuk makna dari istilah istilah

yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsioanal.

Hasil 'dari \pehelitian ihi"wadjélhh\li‘ah\hasa'nnyfa;implemntasi pemerintah

terhadap per‘r?élllhlujaé\ﬁ jLJ}%I kLM/}elq) B‘eng }tkdak berjalan dengan

'I [}
semestinya yang sesual dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Ternyata di Kabupaten Bengkalis masih banyak jalan yang rusak dan
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Pemerintah
kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalan dan
wilayah yang baik untuk dilintasi olen masyarakat. Faktor yang
mempengaruhi terhambatnya implementasi tanggung jawab pemerintah dalam

pemeliharaan jalan di kabupaten Bengkalis adalah keterbatasannya anggaran.



28

Cara mengatasi hambatan tersebut dengan dilakukannya signifikan dalam

alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*®

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu,
penelitian terdahulu membahas tentang implentasi tanggung jawab Pemerintah
dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis dengan berdasarkan
Undang-Undang No. 38 Tahun 2004. Ingin mengetahui bagaimana
Pemerintah Daerah dalam memelihara, pengelolaan, dan mengembangkan
infrastruktur jalan yang baik. Suapaya masyarakat bisa membangkitkan
ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan
untuk penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah terhadap
memenuhi hak masyarakat atas jalan yang baik di Kabupaten Jember.
Persamaan dari spenelitian ini, sama-sama_fokus-terhadap tanggung jawab
Pemerintah di kabupaten dalam memelihara dan mengelola jalan yang baik,
untuk mensejphtgrakan__ malsya{aka‘tq)fa_,-\\‘ NECERI

P}é(i;léfiféign Etgfgﬁk |l{\)gl‘f]0 Mr{\jla)bag a a c f-a mengaplikasikan
tanggung jawab Pemerlntah'lwterhadap pémellharaan jalan di Kabupaten
Bengkalis, sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Jember unutk memenuhi hak mastarakat atas infrastruktur jalan

yang baik dalam perspektif figh siyasah.

Tabel 2. 1Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan
Penelitian Yang Dilakukan

% Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, “Implentasi Tanggung Jawab Pemerintah
Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis” Collegium Studiosium Journal, no. 1
(Juni,2024), https://doi.org.10.56301/csj.v7i1.1268



https://doi.org.10.56301/csj.v7i1.1268
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No Nama Judul Metode Persamaan | Perbedaan
Penelitian dan | Penelitian dan
Isu Hukum Pendekatan
Arie "Peranan Metode Fokus pada | Penelitian
Budiawan, | Kepala Desa | deskriptif tanggung terdahulu
FISIP Dalam analisis,dengan | jawab mengkaji
Universitas | Pelaksanaan cara Pemerintah | peran  atau
Galuh Perbaika Jalan | dokumentasi, Daerah atas | tanggung
Ciamis, Desa di Desa | wawancara,dan | infrastruktur | jawab Kepala
2019. Jadimulya observasi. jalan yang | Desa dalam
Kecamatan baik pelaksanaan
Langkaplamcar perbaikan
Kabupaten jalan di
Pangandaran” desa
sedangkan
untuk
penelitian ini
mengkaji
bagaimana
tanggung
jawab dalam
pemenuhan
hak
masyarakat
atas
infrastruktur
jalan  yang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI baik di
1 : - m Kabupaten
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ | jorper
Naffa "Penggunaan [\/Menggunakan | Sama-sama | Penelitian
Ardilla Dana Desa Di | metode membahas | terdahulu
Hidayaty, Bidang deskriptif — | tanngung mengkaji
Universitas | Pembangunan | kualitiatif jawab dana
Negeri Perbaikan objek pemerintah | pembangunan
Islam Sunan | Jalan Menurut | penelitian yang | daerah perbaikan
Ampel, Undang- dihubungkan dalam jalan menurut
2019. Undang Nomor | dengan perbaikan Undang-
6 Tahun 2014 | dilapangan jalan dalam | Undang
Tentang Desa | dengan  pola | perspektif Nomor 6
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Kabupaten pemerintah
Gresik)” dalam
pemenuhan
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masyarakat
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Rico Pasca | “Tanggung Menggunakan | Sama-sama | Penelitian
Pratama, Jawab metode fokus pada | terdahulu
Herni Pemerintah penelitian tanggung mengkaji
Widanarti, Kepala Daerah | yuridis jawab tanggung
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Eko Pemantang Dengan Daerah Pemerintah
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A. Kajian Teori

Kerangka Teori merupakan struktur konseptual yang menyusun
berbagai teori atau konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang
sedang diteliti. Mempunyai fungsi untuk memberikan dasar teoritus pada
penelitian, mengarahkan dan membantu analisis menjelaskan fenomena yang

sedang diteliti. Penelitian ini akan dikaji dengan beberapa teori antara lain:

1. Figh Siyasah

Pengertian dari figh adalah upaya dari para ulama’ untuk menggali
hukum syara’ yang dapat diamalkan;oleh umat islam dengan sebaik-baiknya.
Hukum syara’ tersebut. akan mengalami perubahan sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Secara bahasa figh
memiliki arti “paham.yang mendalam’> sedangkan secara istilah figh adalah
ilmu tentang hukum-hukum syariat yang memiliki sifat amaliyah yang

diperoleh daridalil-dalilyang sincis2| A 4 N

EGERI

KIAL | IkAlI ACHMAD SIDDI(

F|qh memiliki aspek y?ng bermacarn macam da am kehidupan, seperti
pembahasan tentang kehldupanfI de]n‘galn tu‘h\annya yang disebut figh ibadah,
membahas aspek hubungan sesama manusia secara luas yang disebut figh
muamalah. Dari aspek muamalah ini dibagi menjadi enam bagian yaitu

jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa’at

(hukum acara), al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional) dan yang

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2014), 2
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terakhir siyasah (politik/ketatanegaraan). Maka jelaslah figh siyasah yang

sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti ini.

Abu Yusuf seorang ahli ketatanegaraan islam, menyatakan maslahah
‘ammah merupakan kunci dari ketatanegaraan. Pemerintahan Negara harus
berfungsi dengan baik, kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingan
publik harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemudahan.
Menurutnya, menjamin kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab utama

penyelenggaraan pemerintahan.*’

Kata siyasah memiliki arti dan mengatur mengurus pemerintahan
politik dalam membuat kebijaksanaan sedangkan secara terminologis, Louis
Ma’luf mengartikan bahwasannya siyasah adalah “membuat kemaslahatan
manusia dengan mengarahkan mercka ke arah keselamatan”. Menurut Ibn
Manzhur definisi siyasah adalah memimpin sesuatu yang membimbing

manusia kepada kemaslahatan®® |51 AM NEGERS

KIAI HA)JI ACHMAD SIDDIQ
Pada pernyataarll dj ataﬁffjaqa}t qisin?[?ulkan bahwa figh siyasah adalah

produk pemikiran ijtihad dari para mujtahid yang di ambil dan dirumuskan
dari dasar-dasar syariat, membimbing mereka kepada kemaslahatan dan di
jauhkan oleh kemudhrorotan. Menurut Wuzarat al-Awqgaf wa al-Syu un
mendeskripsikan figh siyasah merupakan memperbagus kehidupan manusia

dengan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari masalah

%" Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Figh Siyasah,” Tafagquh 1,n0.2 (Desember
2013): 18-19
% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (, 2-4
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yang bisa menghancurkan mereka, baik dalam waktu ini atau waktu yang akan

datang.®

Figh siyasah mempunyai peran penting kepada masyarakat islam,
seperti objek kajian figh siyasah tentang hubungan antara pemerintah dan

rakyatnya.
Allaally e e B 2l G

“ Kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai atau

bergantung deengan kemaslahatan”

Kaidah di atas memiliki arti bahwasannya kebijakan apapun yang di
putuskan oleh pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi dari
masyarakatnya. ‘Karena jika aspirasi - masyarakat tidak diperhatikan maka
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berlaku secara efektif.

Pemerintah tidak! baleh ‘membuat ‘suatu\peraturan péfrundang-undangan yang

dapat mﬁu@?kl&xn%é%taétﬁy“%ﬂ\“ perLr)lrLQalll (hl\rus sesuai dengan

M B E R

iy

kepentinan umum bukan untuk kepentingan golongan ataupun diri sendiri.*

Figh siyasah yang mengatur, mengurus, atau memerintahkan suatu
pemerintahan, politik, dan membuat keputusan uang bijak disebut dengan
Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah. Siyasah Tahfidziyah Syar’iyyah bertujuan

unutk mengatur dan membuat kebijaksanaan tentang hal-hal politik untuk

¥ Rahmaniah, Pengamanan Demontrasi dalam Figh Siyasah (Palembang: Bening media
Publishing, 2021), 24

*® Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014)
17-18
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mencapai tujuan tertentu unutk mencapai kemaslahatan masyarakat. Siyasah
Tanfidziyah Syar’iyaah ditujukan untuk kepentingan umum. Siyasah
Tanfidziyah Syar’iyyah merujuk pada kekuasaan eksekutif yang menjalankan
dan kebijakan undang-undang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
Pemerintah eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan
ataupun kebijakan yang telah dibuat dijalankan dengan cara yang adil dan

jujur.®*

Sudut pandang figh Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah pada kebijakan
pemerintah yang dibuat harus berdampak pada aspek kemaslahatan.
Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan moral yang adil, jujur, dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuali

dengan prinsip syariat isfam.

Pertama prinsip menegakkan keadilan. yang mengharuskan
Pemerintah melakukan ‘tanggung“jawab/sécara adil dan menyeluruh. Oleh
karena I{l(J Tf;\ ggujrﬁjla!/vg\ge% MJ\ LabUpelth Jerlnbe-r dalam memenubhi
hak mastarakat atas |nfarsf;hktur Jalan: baik, dengan memelihara jalan
menyeluruh dari desa hingga kota. Kedua, prinsip Kesejahteraan,
kesejahteraan berasal dari konsep maslahah yang berarti kebaikan untuk
masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan
yang dibuat menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Tujuan dari prinsip

ini untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi diantara masyarakat.

! Arif Saputra, “Analisis Figh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Penelolaan Lingkungan Hidup (Studi
Pda Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi UIN Raden
Intan Lampung,2022), 12-13
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Pemerintah kabupaten Jember harus melihat partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan jalan atau perbaikan jalan sebelum membuat kebijakan dan
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri supaya tercapainya kemasalahatan

bagi masyarakat.*?

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kriteria
kepentingan umum sesuai syara’ yang disebut Maslahah ‘Ammah. Maslahah
‘ammah merupakan nilai standar dalam mempertimbangkan suatu kebijakan
untuk menghindari kepentingan umum yang salah ditempatkan untuk
menuruti hawa nafsu, menuruti kepentingan prinadi, atau kepentingan
kelompok yang berdalih_dalam kepentingan umum. Dengan digunakannya
maslahah ‘ammah maka kebijakan yng dibuat oleh pemerintah tidak
menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Dengan digunakannya maslahah
‘ammah sangat penting untuk menghindari kemudharatan, dan tercapainya

kemaslahatampada-.ma.sygrlara.pff| [ AM NECI

S ERI
}',(Adgédn FaL&ll Ike/r%gsuhLM ﬁlls?ebtﬁ lj!igalglih&’];t dari sisi syari‘ah
bisa dibagi menjadi tilga}yait'r:jflad]a.‘yalng ;/\\/ajib melaksanakannya, ada yang
sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya
Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magashid al-syariah, semangat ajaran,

dalil-dalil  kulli, dan dalil qoth'l, baik wurud maupun dalalahnya.

Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya itu harus didukung oleh

*2 Anggraini, Rodiah Nur, Fathul Mu’in, “Tinjauan Figh Siyasah Tanfidziyah Terhadap
Implemantasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,”
Jurnal EI-Qanuny 11, no. 1 (Januari-Juni 2025): 133-134

*# “Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/Kepentingan Umum,” NU Online, 25 Februari, 2008,

https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-‘ammah-kepentingan-umum


https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-%27ammah-kepentingan-umum
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penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa
itu akan membawa manfaat dan menghindarkan kerusakan.Kemaslahatan itu
membawa kemudahan, bukan kesulitan yang diluar batas, karena itu dapat

diterapkan®*.

Kemudian dalam upaya tercapainya kemaslahatan di dalam
masyarakat, negara membutuhkan pemimpin yang ideal supaya membawa
kemajuan untuk negara. Pemimpin tersebut menjadi penggerak, pengarah,
membingbing, memecahkan masalah dan menjadi pelindung bagi
masyarakatnya. Jika salah memilih pemimpin makan akan berdampak negatif
pada masyarakat dan juga pada negara.”> Konsep pemimpin ideal yang
dimaksud dalam perspektif Al Ghazali, seorang pemimpin tidak hanya
bertanggung jawab. pada negaranya -Saja tetapi- juga harus memikirkan
tanggung jawabnya di akhirat nanti. Dalam perspektif Al —Ghazali
mengangkat‘per‘nimpi__ni merq;aaﬁq\f%tkj‘lkekwajhib?ar? yang di haruskan dalam
agama. Beberapa ] Kiitdria®) fernintpin\iteal’s mendriut { Al-Ghazali - sebagai

berikut; ] E' M B E R

a. Memahami Kedudukan Sebuah Kekuasaan
Pemimpin harus menyadari bahwa posisi mereka bukan hal
yang kecil. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin
dengan adil dan juga bijaksana. Keputusan yang di ambil oleh seorang

pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakatnya. Jika

* Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "Figh dan Ushul Figh", (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1,
2018), h.75.

** Redi Anggrian Pratama, “Konsep Pemimpin Ideal Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 1-2
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seorang pemimpin berbuat dzalim dikhawatirkan menjadi musuh Allah
karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran islam.
Oleh karena itu seorang pemimpin membutuhkan bimbingan dari
seorang ulama yang paham dengan nilai-nilai keadilan.
. Mendengarkan Nasihat Ulama

Seorang pemimpin harus memilih ulama yang akan dia
dengarkan nasehatnya yang perlakukan dan perkataannya sesuai
dengan ajaran agama islam. Dengan mendengarkan ulama yang tulus
supaya pemimpin bisa lebih bijaksana dan adil dalam mengambil
keputusan, sehingga masyarakatnya bisa merasakan manfaatnya.
Tetapi seorang pemimpin juga harus berhati-hati dengan ulama yang
buruk, karena bisa berpengaruh buruk dalam memimpin dan bisa
terjerumus-kepada-hal.yang dzalim:

Mempunya| Kepedullan Pada Masyarakat
SITAS ISLAM N

1 AR S PR e dn el

keadaan dan qJer@saaﬂ‘Impwqrak@Qnya. Pemimpin yang memiliki
kepedulian yang tinggi akan memperhatikan kebutuhan, keluhan,
keadaan masyarakatnya karena pemimpin akan mengutamakan
kesejahteraan masyarakatnya
. Memenuhi Kebutuhan Masyarakatnya

Tugas utama seorang pemimpin adalah memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Seorang pemimpin harus memenuhi tanggung jawab

ini agar tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Ketika seorang
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sudah menjadi pemimpin, pemimpin harus fokus terhadap tanggung
jawab dalam mengurus rakyatnya.
e. Bersungguh-sungguh Melayani Masyarakatnya
Seorang pemimpin  melayani semua rakyatnya tanpa
memandang bulu harus diperlukan dengan adil dan baik. Pemimpn
melayani dengan berdasarkan syariat supaya mendapatkan ridha dari
masyarakatnya supaya masyarakat merasa dicintai dan diperhatikan

kemudian hubungan anatara pemimpin dan rakyat hadi lebih baik.*®

Dalam beberapa konsep.pemimpin yang ideal, pemimpin harus
memiliki intelektual yang luas, memahami agama secara luas dan mendalam,
akhlak yang mulia. Pemimpin yang ideal bisa membawa perubahan dan
pembaharuan. Pemerintahjember sebagai kepemimpinan harus memiliki
perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh masayarakat jember tentang
infrastruktur, ja]an -yang Iball$ @qlgqmn@r:n?nghﬁ | hak masyarakat agar

masyaraKat jemberibisd mefidapatkapkesejanteraan.| ) 1 ()

EMBER
Didalam sebuah hadist riwayat muslim, menjelaskan sebuah

tindakan yang menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dalam ibadah.

Artinya: “Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh

cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan La ilaha illallah, dan yang

*® Redi Anggrian Pratama, “Konsep Pemimpin Ideal Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun”

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 36-41
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paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan atau kata “adza” di jalan. Dan

malu itu termasuk bagian dari iman.”

Kata “Al-adza” didalam hadist diatas menjelaskan barang yang
sebangsa dengan pohon dapat melukai dan membahayakan atau “menyakiti”
masyarakat dan dapat menghambat mobilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Jember harus menghilangkan “Al-adza” untuk menjaga
keselamatan masyarakat, serta memberikan infrastruktur yang sesuai dengan

standart.*’

1. Hak Masyarakat

Hak memiliki arti \menerima «atau melakukan sesuatu yang bisa
diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu dan dituntut secara paksa. Hak itu
harus dinikmati dan menerima hal-hal yang berhak menjadi milik Kkita.
Sedangkan hak warga masyarakat adalah semua hal yang didapatkan oleh

warga negara yakni/dafam bentuk kelvenangan dan juga kekuasaan.*®
KIAI HA)JI ACHMAD SIDDIQ

Pemerintah indcrne§ia memberikan hak kepada masyarakat supaya bisa
melaksanakan hak pribadi sebagai makhluk sosial dan juga individu.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat unutk menjalan haknya®®.

Hak masyarakat atas infrastruktur yang layak mempunyai kaitan

dengan hak sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan juga

*" Mohammad Shodig Ahmad, “Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Dijalan,”Jurnal Tafsir
Hadist, no. 1( Maret 2019): 94

* Mochahmad Aris Yusuf, “Hak Warga Masyarakat beserta Contohnya dan Kewajibannya”,
Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat

*® Sigit Dwi Nurida, Hak Warga Negara (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 2



https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat
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kualitas hidup atau di kehidupan sehari- hari. Hak masyarakat juga ada yang
diatur oleh konstitusi, hak konstitusi mempunyai arti sebagai hak asasi
manusia yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Berikut ini beberapa hak konstitusi yang mencakup hak sosial dan hak

ekonomi yaitu:

1. Hak atas Pendidikan

Pada pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwasannya
masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal 31 ayat (2),
Masyarakat wajib mengikutri_pendidikan dasar dan pemerintah yang akan
membiayainya. Ayat (1) dan (2) menegaskan tidak ada jaminan untuk
mendapatkan pendidikan baik perempuan maupun laki-laki.>
2. Hak atas Kesehatan

Pemenuhan hak kesehatan bertujuan untuk meningkatkan sumber
daya manusia ._c_ian__ ;ngFf‘?J'..:’iQt?@?ﬂ '\\@K}’Qt .jda}lﬁm bidang kesehatan
meningKatksh Jaksés'chh j(h Klishs\eleyfriah) Mériiiokatkan pelayanan
terhadap para ibu, anék, frerﬁhl'atjla, dan 'ansia dalam meningkatkan gizi yang
berkualitas, mengendalikan dan mencegah penyakit. Hak atas kesehatan ini
diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Rrpublik Indonesia, pasal 28H
ayat (1) bahwasannya masyarakat berhak unutk hidup sejahtera dan lahir
batin, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat,

dan memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakan.>

%0 Sjgit Dwi Nurida, Hak Warga Negara, 21
5! Pokja, “Analisis Evaluasi Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan” (Laporan Akhir
Kelompok Kerja, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2017)
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3. Hak atas Kesejahteraan Sosial

Pada pasal 34 ayat (1-4) UUD 1945 Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwasannya fakir miskin yang terlantar akan di asuh oleh
negara, kemudian negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan, bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan umum. Kesimpulannya, masyarakat berhak

mendapatkan jaminan sosial, kesehatan dan fasilitas yang layak.>

Infrasruktur jalan yang baik sangat penting, dapat mendukung
konstitusi (memajukan kesejahteraan umum). Memajukan kesejaheraan
umum memiliki arti “mempermudah orang untuk menjadi kaya dan
mencegah orang.dalam kemiskinan”. Dalam tabel-indikatif yang ditulis oleh
Budiman Sudjatmiko, dalam konsep memajukan kesejahteraan umum,
infrastruktur, ja!an_ termﬁukH .__Wdfa‘!wam_\@tgqri .mﬁmpermudah pencapaian
kekayaah(’? /el behdrand) dlafeh\héhdapaSibirasthkelr jalan yang baik
dianggap sebagai hak lkohstitrijéi ))a"kn# seﬁérti aksebilitas. Infrastruktur yang
baik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah, seperti
halnya meningkatkan aksebilitas terhadap layanan kesehatan. Fasilitas
kesehatan yang dekat dan memadai, menyediakan layanan kesehatan, dan

bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk membangun puskesmas.>* Oleh

*2 Sjgit Dwi Nurida, Hak Warga Negara), 25

% Hendrawan Supratikno, Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi (Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 63-65

> “Meningkatkan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Desa Untuk Masyarakat”Cikoneng-
ciamis, 24 November 2024, https://cikoneng-ciamis.desa.id/meningkatkan-aksebilitas-pelayanan-
kesehatan-desa-untuk-masyarakat



https://cikoneng-ciamis.desa.id/meningkatkan-aksebilitas-pelayanan-kesehatan-desa-untuk-masyarakat
https://cikoneng-ciamis.desa.id/meningkatkan-aksebilitas-pelayanan-kesehatan-desa-untuk-masyarakat
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karena itu jalan yang baik sangat dibutuhkan masyarakat dalam keadaan sakit,

agar tidak terjadi kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan.

Peran infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung dalam
pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pemenuhan hak ekonomi, infrastrukrur memiliki peran untuk
mendorong efisiensi dan aktivitas dalam proses produksi, distribusi barang
dan juga jasa. Misalnya pada infrastruktur jan yang baik dan juga transportasi
yang terintegrasi dengan baik maka, biaya yang digunakan akan lebih murah
dan waktu yang digunakan akan lebih cepat. Ketersediaan energi yang mudah
didapatkan dan harga lebih terjangkau agar operasi bisnis lebih efisien.
Pembangunan infrastruktur yang terencana, membuat lebih lapangan kerja
tercipta, sepertivinvestor asing memilih_ masuk-untuk dan berinvestasi di

negara tersebut, *°

Kemudian "péra‘n‘-|irhff‘a’strh'kﬂur\'yéh“g'b'aik imemiliki peran penting
menmgké(tk ,\LUL Itﬁé llld&(m]aslMétl ‘)Sépe al rLiya mendapatkan air
bersih dan sanitasi yang balléllh‘merupakanihal yang penting untuk menjaga
kesehatan, rumah sakit yang mudah dijangkau supaya dapat meningkatkan

aksebilitas kesehatan yang baik. Infrastruktur yang memadai didalam

% Nurul Awinah et al., “Peran Infrastruktr Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat,” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 3
(2024): 2, http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp



http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
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pendidikan juga penting dalam proses belajar, mengajar agar tercapainya

kualitas sumber daya manusia. *°

2. Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah selalu berusaha untuk
menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya, terutama
dalam hal infrastruktur. Karena infrasturktur dianggap sebagai barang publik.
Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur karena sangat

penting untuk masyarakat.>’

“Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Di dalam pasal 1 ayat (38) menegaskan Pemerintah
Daerah adalah Gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kemudian pada Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (a) menjelaskan terwujudnya lalu lintas
dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan
moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta
dapat menjungjung tinngi martabat manusia. *®

Selain Jitu/\pemerintah <harus melibatkan} masyarakat dalam proses
perencané(anf n bér@al/\las%(pe}nlMM lthslrm( drl/ang terkait dalam
prinsip tranparansi, alJuntabllltfz!m]danI part|5|pa3| masyarakat. Tiga prinsip
tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur.
Akuntabilitasi memiliki arti bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang
membutuhkan. Pemerintah Daerah adalah otonom yang berkontribusi secara

langsung dengan masyarakat, oleh karena itu harus memahami dan mengerti

*® Nurul Awinah et al., “Peran Infrastruktr Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat,” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 3
(2024): 2, http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp

§ “Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Sektor Infrastruktur” KPPU, Juli 2010,
https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur

%8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.



http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur
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aspirasi-aspirasi di dalam masyarakat.>® Transparansi adalah bahwasannya
setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan mengambil keputusan
terhadap pembangunan infrastruktur supaya bisa terbuka kepada masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan
tetap melindungi hak pribadi. Kemudian pada pasrtisipasi masyarakat adalah
hal pnting untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanankan otonom daerah,
karena partisipasi mencakup dalam aspirasi dan juga pengawasan.
Memberikan peluang untuk masyarakat mendapatkan potensi, merencanakan,
membuat keputusan, dan mengevaluasi kegiatan untuk tercapainya

kesejahteraan.®

Pada Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi
Pemerintahan, dicantumkan pada pasal 1 angka 17-yang menjelaskan tentang
Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik yang disingkat AUPB. AUPB
merupakan prins‘ip.__yiar_]g‘ qlguna\’sznW Felea\gral\acuan penggunanaan Wewenang
bagi pejabat/\Pemerintahan’dalam \mehdeludrkah) képutdsan atau tindakan
dalam penyelenggaraarh ﬁemé;"rihtaHan.l 51 IAUPB tersebut sebagai landasan
utama untuk memberikan arahan, prinsip, dan standar kepada Pemerintah

kabupaten Jember untuk melaksanakan tanggung jawab dan secara adil.

* Hamsinar, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian
Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang),” (Skripsi, UIN Alauddin
Makassar, 2017) , 2

% Hamsinar, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian
Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang), 16-18

61 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (17).
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Berikut tigas AUPB yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab

Pemerintah kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu prinsip utama
dalam penerapan hukum. Kepastian hukum membutuhkan lebih
banyak penafsiran secara harfiah. Pada Negara hukum dipercaya
bahwa hukum yang baik dan adil harus mengatur pemerintahan.
Terdapat dua komponen dalam paham Negara hukum yang
pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang
diperintah didasarkan pada suatu norma objektif yang juga
mengikat pihak yang ~memerintah. Kemudian yang kedua,
bahwasannya norma objektif itu sesuatu hukum yang tidak hanya

memenuhi syarat formal, tetapi mempertahankan dengan gagasan

62
"WIFVERSITAS ISLAM NEGI

ERI
b} zéad Lbfafighh Mefyidiglrakeh Weldarng ()

Pada l}Jndghlg-lJﬁdahg "No. 30 Tahun 2014 tentang
Adminitrasi Pemerintahan, tercantum pada pasal 17 ayat (1) yakni
larangan Badan atau Pejabat Pemerintahan dilarang untuk
menyalahgunakan wewenang. Isi didalam pasal 17 ayat (2) huruf a

yakni larangan untuk melampaui Wewenang. Pada pasal 18 ayat

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui

62 “Tinjauan Toristis Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian
Kerugian Nasabah Bank dalam Penggunaan Uang Elktronik (Brizzi).” (Skripsi, Universitas
Pasundan)
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Wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf a apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui
masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang, melampaui
batas wilayah berlakunya Wewenang, dan bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 18
ayat (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan atau tindakan
yang dialakukan diluar cakupan bidang atau materi Wewenang
yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang
diberikan. Terakhir Pasal 18 ayat (3) Badan atau Pejabat
Pemerintahan..  dikategorikan..bertindak  sewenang-wenang
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c

apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar

SITAS ISLAM N .
Kg\V\Tenﬁn%r} rat% Pe[tTwﬁti\)de\qaﬁ le'tf“'gs%n Pengadilan yang
berkekuatan/huku mtetap; 1

c. Asas Pelayanan Yang Baik
Harapan dan tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik
yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat, dan biaya yang pantas
terus muncul saat penyelenggaraan pemerintahan berkembang.
Harapan dan tuntutan ini muncul seiring dengan meningkatnya

kesadaran bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan

63 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, pasal 18 ayat (1-3).
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pelayanan publik yang baik, dan bahwa pemerintah memiliki
kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik.
Pemerintah harus memberikan pelayanan pemerintahan terbaik
kepada masyarakat, yang merupakan hak dan kewajiban mereka.
Oleh karena itu, sesuai dengan mandat UUD 1945, tanggung jawab
pemerintah dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia merupakan fungsi pelayanan publik. Pelayanan yang
tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar
pelayanan dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai asas

pelayanan yang baik.*

Dari hasil analisis diatas, kepastian hukum yang jika dikaitkan dengan
Undang-undang ‘Ne..22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
menyatakan penyelenggara jalan melakukan pemeliharaan rutin terhadap
infrestruktur i REFALATS | RRPIGEG AR rekontuks alan
Menggunékaf, | Dana, | Presefvasi \§ahd ) dikhususkan ) untuk perbaikan

infrastruktur jalan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan secara merata adil.®®

Dalam larangan menyalahgunakan wewenang, Pemerintah Kabupaten
Jember Pemerintah Kabupaten Jember dilarang untuk bertanggung jawab
selain wilayah Kabupaten Jember itu sendiri. Seperti perbaikan jalan nasional
yang rusak di daerah Rambipuji hingga Puger, DPRD melaporkan hal tersebut

kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim. DPRD juga menyarankan

® Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,”
Adminitratif law & Governance Journal 2, no.3 (Agustus 2019): 551-555.

% Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
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kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim melakukan perbaikan jalan

dengan di Beton supaya jalan tetap kokoh dalam waktu jangka panjang.®®

Pelayanan yang baik, yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga masyarakat dapat mengajukan aduan atau keluhan pada infrastruktur
jalan yang rusak di website yakni MPP Jember. Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga juga melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan. Pada musyawarah ini aspirasi masyarakat dibutuhkan untuk

melakukan perbaikan infrastruktur jalan.®’

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

% Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
%7 Susanti Rathia Purnomosari., diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 25 Maret 2025 )
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METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis empiris merupakan metode
penelitian hukum yang nyata atau dapat melihat langsung terhadap bekerjanya

hukum di lingkungan masyarakat.®®

B. Jenis Pendekatan

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini; peneliti menggunakan dua pendeketan yang

diantarnya:
a. Pendekatan Peruandang-undangan
Pendekatan kualitatif dilakukan dengan. cara dirasakan, dialami

sendiri, dapat|dilinat;, dan\juga-dapat didengar. Pendekatan ini dilakukan

dengéﬂf"rfﬁlI zita{t{\l;)laté\(trda[(r\dléfur &h&})ril)ﬁglx}dekatan ini dapat

M B E R
disimpulkan bahwasannya pendekatan ini menggunakan pancaindra.®®

ualitatif dilakukan dengan cara mengkaji perilaku masyarakat yang
muncul akibat berinterkasi langsung dengan norma yang ada. Ketentuan
sebuah hukum positif dapat berpengaruh dalam bentuk aksi perilaku
masyarakat.”

b. Pendekatan Konsep

%8 Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris, 149-150

% Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 6

" Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris, 152

40
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Pendekatan hukum empiris disebut juga dengan Socio-legal.
Pendekatan ini memberikan pandangan yang menyeluruh pada fenomena
di masyarakat. Soiso legal melakukan kajian penting untuk memperdalam
kebenaran, pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan, dan
kebijakan dapat dilaukan dengan cara menganalisis makna implikasinya
kepada subjek hukum. Kemudian bagaimana masyarakat di untungkan

atau dirugikan.”

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibutuhkan,unutk pengumpulan data yang diperlukan
untuk menyusun skripsi. Tempat yang sesuai judul skrpsi yaitu di Kabupaten
Jember. Kabupaten Jember sesual dengan Kketersediaan data dan fakta

lapangan dan aksesyang mudah ke Instansi Pemerinrah Kabupaten Jember.

D. Subjek Penelitian
Subjek dari '_piehéii'tteln“"iﬁi, 'Eﬁém‘rﬁt& kebﬁtdhéh‘ intansi yang sesuai dan
KIAI HAJIA(‘.][_MAIJ SIDDIQ o
cocok dengan permasal ahfan Re?elit." siupayg menyusun penulisan skripsi ini
dengan mudah, subjek-subjek sebagai bahan penelitian tersebut yakni Ketua
atau staff Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi C), dan pengguna jalan atau

masyarakat Kabupaten Jember.

™ Nur Solikin, Pengantar Metedologi Penelitian Hukum, 68
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E. Sumber Data

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang
peniliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum
empiris terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum
normatif atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis
bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam

penelitian empiris sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer bisa di ambil dari hasil survei, observasi lapangan dan
juga wawancara dengan sumber.pihak yang bersangkutan, seperti
masyarakat Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember seperti
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah~dan Dinas Pekerjaan Umum yang
cocok, dapat menjelasakan bagaimana proses perbaikan jalan dan
tanggung ' jawab | Pemerintah | Kabtpaten! lJémber ' dalam memenuhi hak
s 1ALHAJI ACHMAD SIDDIQ

| EMB E R
b. Data Sekunder
Data pendukung dalam penelitian ini bersumber pada beberapa

informasi dan juga dokumen untuk menjelaskan yang memiiliki kaitan

dengan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional
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2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

3. Data tinjauan Figh Siyasah terdapap tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas

infrastruktur yang baik

Bahan hukum sekunder publikasi tentang hukum yang tidak
termasuk dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder, seperti
buku teks, hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat pakar, dan
rancangan peraturan undang-undang. Mahmud Marzuki mendefinisikan
bahan hukum sekunder sebagal publikasi hukum yang memberikan

penjelasan terkait dengan bahan hukum primer.”
c. Data Tersier

Bahan hukum tersier termasuk bahan hukum yang menjelaskan

ERSITAS ISL, \\1 i
bahan hukum Xrlme d}m se under contohnya adalah  kamus,

KIAI HA)I ACHMAD SIDDIQ
en3|kloped|a, dan kTmle bﬁhﬁsaﬁ'-‘, F R

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu yang
dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang diwawancarai yang
mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan

pertanyaan. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181.
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dan didasarkan pada daftar pertanyaan terstruktur yang terbuka. Peneliti
melakukan wawancara masyarakat Kabupaten Jember dan juga

Pemerintah Daerah Jember yang bersangkutan.”
b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui sumber
tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat, dan
catatan harian. Metode dokumentasi digunakan ketika peneliti mencatat
data masyarakat untuk mendukung temuan wawancara.”* Penelitian
mendapatkan dokumen dari website, buku-buku literatur dan berkas yang
berkaitan dengan analisis yuridis-sosiologis terhadap tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas

infrastruktur yang baik:

c. Observasi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Qsery Al TR wnqﬂ'takukan dengan cara

mengamati dan bentuk dafa di lapangan dan kemudian mencatatnya.

Observasi dilakukan dengan berinterakasi sosial secara langsung dan

"® Eka Bagus Setyawan, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang
Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi”, 45

™ Eka Bagus Setyawan, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang
Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 46
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mengenal karakteristik sosial masyarakat. Observasi ini hanya bisa

dilakukan secara langsung atau mengamati langsung di lapangan.”

G. Analisis Data

Untuk menganalisis data ini merupakan langkah krusial perlu adanya
ketelitian dari peneliti. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi
yang dibutuhkan atau dilakukan dengan metode-metode statistik yang cocok

dengan judul penelitian.”
a. Reduksi Data

Reduksi data mencakup pemilihan dan penekanan pada informasi
inti, identifiksi tema dan pola utama, serta penghapusan data yang tidak
relevan, setelah data. dikumpulkan memalui wawancara dan dokumentasi,

dan langkah berikutnya adalah-menyesuaikan dengan fokus penelitian.

b. PenyaljlanDataI“ TTAS 1ST AM N R

Séf%’e‘ark é/‘sl! r&tﬁ(s’ &M {Ma?) b}rli lll}tpel Sdalah penyajian data

| M 5 | 41
dilakukan dalam penelitian empriris ini dijabarkan dengan secara ringkas

yang berhubungan dengan antar kategori atau melalui penulisan narasi.
Dengan penyajian data, sangat memudahkan selanjutnya, langkah kerja

yang sebagaimana sesuai dan cocok dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

7> Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Hikmat Gazaly, Dasar-Dasar Statistik Sosial Teori dan
Praktik serta Petunjuk Praktis Pengelolahan Data Sosial dengan SPSS (Zahir Publishing, 2020),
14

’® Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Hikmat Gazaly, Dasar-Dasar Statistik Sosial Teori dan
Praktik serta Petunjuk Praktis Pengelolahan Data Sosial dengan SPSS, 21
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Dalam penelitian kualitatif empiris, temuan baru yang belum
pernah terjadi sebelumnya diharapkan sebagai kesimpulan. Sebaliknya
kesimpulan penelitian harus memberikan gambaran yang lebih baik
tentang hal-hal yang sebelumnya membingungkan atau belum dipahami

setelah penyelidikan. Penelitian ini termasuk dalam Triangulasi Sumber.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data memiliki empat indicator yang pertama kredibilitas,
yang kedua ada keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Setelah itu masih
ada tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan dengan teknik-teknik tersebut.
Cara mengecek keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi.
Triangulasi sumber ini memiliki arti triangulasi yang mengharuskan peneliti
mendapatkan lebih-dari satu narasumber supaya dapat memahami data atau
informasi yang di dapatkaan.”’

| Tahapqn‘Péhéﬂl'if.iiﬁlﬁ‘-"l [A 1 I'“wl__.-\\‘l.\ f- ( Rl

KIAI HAll ACHMAD SIDDIQ

Analisis data d lIar}n per,jntlallt]lqn kualllgatlf mencari upaya untuk menata
data secara sistematis dari hasil cacatan yang memiliki tujuan untuk
meningkatkan pemahaman dalam meneliti. Ada tiga tahap dalam tahap

penelitian kualitatif yaitu pra lapangan, kerja lapangan dan analisis data.’

a. Pra-lapangan

" Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik , 22
8 Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Penelitian Kualitatif: Tujuan Karakteristik, dan
tahapannya,” Gramedia Blog, https://www,gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif
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Penelitian pra-lapangan dimulai dengan proses pengumpulan data.
Penilaian lapangan adalah langkah yang paling utama dalam fase ini terdiri
dari Penyusunan rancangan lapangan, pemilihan lokasi penelitian,
pengurusan perizinan, penilaian lapangan, pemilihan dan, penggunaan

informasi, persiapan aparatur penelitian selain masalah dalam etika.

. Penilaian Lapangan

Tahap penlitian ini dilakukan pada saat di lokasi penelitian. Dalam
fase ini pengumpulan data berdasarkan fokus masalah dan tujuan
penelitian. Mengumpulkan data dokumentasi,wawancara, dan observasi.
Mempersiapkan peralatan seperti perekam suara, kamera, gambar dan
kertas wawancara langsung dilakukan peneliti dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember Komisi C dan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air. Menganalisis data sesuai dengan

runtutan analisis Idata,agar, ditemukahHasil yang 'akurat, Merangkum data-

data %&K{)\(I Ja%é\éilerﬁjﬁérln [MF# Ip?enéiliglar]tgil nantinya disusun
M B E R
menjadi sebuah penelit}ian ya]ng]run'lut.

. Akhir Penelitian Lapangan
Pada titik ini, dibuat untuk menyusun data yang sudah
disampaikan, telah dikumpulkan, diikuti dengan pemberin Kkritik atau saran

sebagai bahan penilaian untuk mengatasi kekurangan ini.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Infrastruktur jalan memiliki peran untuk mendorong kesejahteraan agar
dapat meningkat dan agar stabil pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu
daerah tersebut. Infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Jember, berguna
agar cepat ditribusi barang dan jasa sampai pada tujuan dengan jarak tempuh
yang lebih yang bisa berkurang hingga 30%. Infrastruktru jalan juga
berpengaruh dalam kesehatan seperti hal nya pasien yang membutuhkan
layanan medis lebih cepat saat situasi yang darurat. Kemudian jarak tempuh
untuk ke sekolah lebih cepat dan aman-agar tidak terjadi kecelakaan dan hal

yang membahayakan lainnya. "

Infrastruktur. jalan. yang baik bisa.mewujudkan investasi perdagangan

atau UMKM untuk mendapatkan perdagangan yang Iebih luas yang bertujuan
\S ISLAM

untuk mqnda&afka}n pﬁl'ﬂggﬁn beirh\ﬁn /ﬁstmyal IIEb1 ? nyak lagi. Kemudian

infrastruktur jalan yan? brauk Wmlll'IkII dar}n‘pak baik untuk masyarakat local
terutama masyarakat yang pengangguran karena, menarik investasi sektor
indutri untuk bekerja sama membangun lapangan pekerjaan yang baru.
Infrasturuktur jalan yang baik di Kabupaten Jember lebih diperhatikan lagi

karena, karena memiliki dampak yang begitu menonjol dalam pertumbuhan

® Muhammad Lukman Efendi ae al., “Implikasi Pembangunan Infrasturktur Jalan Oleh DPU
Bima Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten
Jember,”Jurnal Penelitian Nusantara 1,n0.3(Maret 2025):
727 https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.178
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ekonomi lokal. tidak hanya itu kesehatan dan pendidikan juga berkontribusi di

dalam infrastruktur jalan yang baik agar tercapainya kesejahteraan sosial.®°

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki hubungan dengan
infrastruktur jalan yang baik yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember. DPRD Kabupaten Jember memiliki fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan serta menjalankan tujuan yang utama Yaitu
mempertahankan kualitas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. DPRD Kabupaten atau kota memiliki fungsi Pasal 69 ayat 1 UU

Nomor 17 tahun 2014 yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.®*

DPRD Kabupaten Jember memiliki tugas merencanakan dan juga
mengelola Anggaran-Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada
Undang-undang-Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi anggaran DPRD memiliki arti
yang dinamis.| Pertama, <remcana |keuanganpgdipergunakan dalam pemenuhan
hak masyérafz’a uhduﬁ“d@?add MIAJG ahteta i \tzirku}-tahun berikutnya.
Kemudian yang kedua] rénacanla I]«;ualngan digunakan memenuhi kewajiban
masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga

berkembang. Selanjutnya yang terakhir, rencana keuangan dialokasikan

8 Efendi et al., “Implikasi Pembangunan Infrastruktur jalan,” 730.

81 Setneg RI,Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
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kepada berbagai perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan, dalam angka yang

jelas agar dapat dilihat oleh semua orang.®

Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan perencanaan
perundang-undangan dengan dokumen perencaanan yang sudah di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Pengawasan DPRD dilakukan. Pengawasan yang
dilakukan DPRD memiliki tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah
dapat mewakilkan pendapat masyarakatnya. Penyelenggara pemerintahan
daerah harus seimbang dengan pelayanan publik yang berkualitas dalam
berbagai kebijakan pembangunan daerah yang memihak kepada masyarakat.
Hal ini menjadi.sangat penting dalam fungsi-pengawasan DPRD dalam
menyediakan pelayanan publik.*

2. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Mdrgd dan Sumber Daya Air

I:b/ma& Fbelédrfa‘ahl Uﬁ’u{nal QM ﬂlzlrba"dirl )ShHHeE Daya Air sebagai

M

penyelenggara jalan, &u&a rﬁ"élnillll}'(i kaitéél langsung dalam pembangunan
infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air merupakan
lembaga eksekutif tingkat daerah. Dinas ini bertanggung jawab langsung pada
Bupati melalui sekretaris Daerah. Beberapa tugas Dinas yang dicantumkan

dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

%2Dadang Suwanda, Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD (Bandung:PT Remaja
Rosdakarya, 2016), 6

# Dadang Suwanda,Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 62-63
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Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai berikut

a. Merumuskan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan
infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, pelengkap jalan, dan
pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan
pelengkap lainnya;

b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran
drainase, jaringan, irigasi, dan bangunan pelengkap lainnya;

c. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan,
jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi, dan bangunan pelengkap
lainnya;

d. Pembinaan,. pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan
dan penyelenggara infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase,
ringas 475! 42 PRSI PRR TG P

e. Pehdataan;pengendaliarl | pefigawasdn, | dan ) fekomendasi terhadap
pemanfaatan asét ihfrat’rét;uk]tﬁr kebihﬁmargaan dan sumber daya air di
luar fungsinya dan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.®

Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mencantumkan Pemerintah Pusat

8 Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Kabupaten Jember (ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023) diakses dari
https://jdih.jemberkab.go.id
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maupun Daerah untuk mengambil kebijakan tindakan agar tercapai tujuan
perencanaan pembangunan. DPRD Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki masing-masing kebijakan
dalam perbaikan jalan. DPRD Kabupaten Jember mempercepat perbaikan

jalan rusak pada tahun 2025 ini.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember menyebutkan awal
anggaran yang diperlukan sekitar Rp 14 miliar. Meskipun ada beberapa sektor
yang berdampak pada sumber daya yang lebih baik tetapi anggaran perbaikan
lebih akan dipertahankan. Ketua. Komisi C DPRD Kabupaten jember
memastikan masyarakat akan mendapatkan infrastruktur jalan yang baik dan
nyaman sebelum akhir tahun dikarenakan, jalan kawasan perkotaan banyak
yang berlubangedan. tidak merata akansegera-ditangani.*® DPRD memilki
target prioritas_kebijakan tahun 2025 yang mencantumkan hasil penerimaan
Pajak Kenda(aan;B(a:rm:pgcirl (F:Kﬁ)gﬁn\QngP‘KB ;q persen akan digunakan
untuk pembangunan/jaldn, /hemélihardah jalai, périingkatan transpotrtasi, dan

1)
A"

juga sarana trasnportaﬁiﬁé M B |

Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan melakukan penentuan, penanganan

dengan segala prioritas pembangunan dan peningkatan jalan jika rusak berat

8 «“DPRD Jember Sebut Perbaikan Jalan Rusak Bakal Dikerjakan Bulan Depan,” Radar
Jember 14 April 2025, https://radarjember.net/posts/dprd-jember-sebut-perbaikan-jalan-rusak-
bakal-dikerjakan-bulan-depan

8 “Target Prioritas Kebijakan Tahun 2025, DPRD Jember Berikan Rinciannya,” DPRD
Kabupaten Jember, 19 November 2024, https://dprd.jemberkab.go.id/target-prioritas-kebijakan-
tahun-2025-dprd-jember-berikan-rinciannya



https://radarjember.net/posts/dprd-jember-sebut-perbaikan-jalan-rusak-bakal-dikerjakan-bulan-depan
https://radarjember.net/posts/dprd-jember-sebut-perbaikan-jalan-rusak-bakal-dikerjakan-bulan-depan
https://dprd.jemberkab.go.id/target-prioritas-kebijakan-tahun-2025-dprd-jember-berikan-rinciannya
https://dprd.jemberkab.go.id/target-prioritas-kebijakan-tahun-2025-dprd-jember-berikan-rinciannya

53

kemudiaan jalan memiliki kerusakan ringan melakukan dengan pemeliharaan

jalan.®

Ketua Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
menjelaskan anggaran Rp 94 miliar yang akan dibagi yakni Rp 16 miliar
digunakan dalam pemeliharaan jalan secara cepat dengan melakukan tambal
sulam. Kemudian yang kedua, Rp 78,3 miliar dialokasikan untuk melakukan
proyek nyata perbaikan jalan yang meliputi peningkatan jalan, pelebaran jalan,
dan rehabilitasi jalan yang rusak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber
Daya Air mengatakan ada sekitar 21% jalan milik Pemerintah Kabupaten
Jember yang rusak oleh karena itu, tim _melakukan penanganan yang tepat
dalam pemilihan jalan yang rusak parah untuk melakukan penutupan lubang,

tambal sulam danjuga peningkatan kualitas jalan.®

B. Penyajian Data dan Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGER
1. Tanggung JaWalbl' Pé%elll'n\z;‘r{\(g‘bu_pagen_ Jember Dalam
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Pemenuhan Ha}k I}\/Iasya]ra*gat ,IAta§ Infrastruktur Jalan yang Baik
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten Jember
merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
kabupaten Jember untuk memenuhi hak masyarakat dalam

mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Pemerintah yang

bertanggung jawab yakni DPRD Komisi C atas anggaran dan Dinas

87Susanti Rathia Purnonisari, diwawancara oleh Penulis, Jember 25 Maret 2025.

8 Imam Nawawi, “Pemkab Jember Alokasikan Rp 94 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak,
Proritaskan Jalur Rusak Parah,” Selasa, 15 April 2025, https://www.tribunnews.com/amps/pemkab-
jember-alokasikan-rp94-miliar-untuk-perbaikian-jalan-rusak-prioritaskan-jalur-rusak-parah



https://www.tribunnews.com/amps/pemkab-jember-alokasikan-rp94-miliar-untuk-perbaikian-jalan-rusak-prioritaskan-jalur-rusak-parah
https://www.tribunnews.com/amps/pemkab-jember-alokasikan-rp94-miliar-untuk-perbaikian-jalan-rusak-prioritaskan-jalur-rusak-parah
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Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember
sebagai penyelenggara jalan. Peneliti melakukan observasi yang
dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelayakan jalan yang
diopreasikan kepada pengguna jalan pada tahun 2024. Berikut data

hasil observasi mengenai kondisi kelayakan jalan yang dioperasikan.

Tabel 4. 1 Kondisi Jalan Beberapa Kecamatan Di Kabupaten
Jember 2024

NO Wilayah Kecamatan Kategori Tingkat  Tindakan yang

Keruskan Kelayakan diperlukan

1. Utara Kalisat Sedang Layak Pemeliharaan
Rutin
Arjasa Berat Tidak Rehabilitasi
Layak
Sukowono Berat Tidak Rehabilitasi
Layak
2. Selatan Ambulu Sedang Layak Pemeliharaan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Rutin
AT Fempbteior Claedd\ D Shdad )1 Rehabilitas
I EMDbB E R Layak
3.  Tengah  Sumbersari Berat Tidak Rehabilitasi
Layak
Mangli Berat Tidak Rehabilitasi
Layak
4. Timur  Gumukmas  Sedang Layak Pemeliharaan
Rutin
Kencong Sedang Layak Pemeliharaan

Rutin
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5.

Barat Tanggul Sedang Layak Pemeliharaan
Rutin

Bangsalsari Sedang Layak Pemeliharaan
Rutin

Rambipuji Sedang Layak Pemeliharaan
Rutin

Sumber: Susanti Rathia Purnomoari ( Staff Dinas PU), Jember 25Maret 2025

Dari data observasi diatas pada tahun 2024, jalan dikabupaten
Jember butuh dilakukannya rehabilitasi. Karena kondisi jalan yang
tidak layak untuk dioperasikan kepada pengguna jalan. Salah satu staff
Dinas Pekerjaan umum-Bina.Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten
Jember di Tahun_ 2024 memiliki data kondisi jalan baik dengan
presentase 78,16%, kemudian untuk jalan sedang memiliki presentase
7,62%, ‘jalan. kerusakan ringan.2,54% dan yang terakhir jalan

kerusakan berat memiliki presentase 11,68%. Presentase pendataan

kondisi -jalanatahu_r] ?O,ZQ dilakukan dijakhir t,ahun.89
KIA] "HMAD SIDDIQO

alan | ar lIJpaten Jember yang saﬁgat diperlukannya
perbaikan saat |n| adalah jalf:m Rarr;t;ipuji-Puger. Sekitar 20 kilometer
jalan rusak, ada sekitar 2 kilometer Puger-Balung yang akan dilakukan
perbaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga mengatakan proses perbaikan jalan 2 kilometer ini sudah
dilakukan dari bulan Februari, dengan anggaran 30 miliar dan selesai

di bulan yang sudah ditargetkan yakni Juni-Juli 2025. Setelah

perbaikan ini selesai maka akan dilakukan perbaikan sampai Kencong,

8 Susanti Rathia Purnomosari., diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 25 Maret 2025 )
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Ambulu, dan juga sampai Rambipuji pertigaan lampu merah.
Perbaikan yang dilakukan bukan hanya untuk diaspal tetapi juga akan
dilakukan penggalian agar jalan lebih kuat dan tahan lama. Sementara

itu untuk sisanya dilakukan penembelan jalan.

Dalam kondisi jalan di Kabupaten Jember, masyarakat atau
pengguna jalan juga memiliki kepuasan dan kenyamanan tersendiri
dalam menggunakan jalan. Berikut penyajian data yang dilakukan
wawancara dengan 20 orang responden. Beberapa aspek yang
berpengaruh bagi masyarakat terhadap kondisi jalan di Kabupaten

Jember.

Tabel 4. 2 Tabel Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat dan
Pengguna Jalan. Terhadap infrastruktur Jalan di Kabupaten

Jember Dari:20.Orang Responden

No Aspek Sangat Puas Cukup Tidak Sangat
yang Dinildil VI R B8 S [SLAM NEGER]  TUes Tidek
KIAI HA)JI ACHMAD SIDDIQ
1. Kualitas Jalan IEMBER B 6 -
2.  Keamanan Jalan - - - 20 -
3. Akseshilitas Jalan - - 20 - -

Sumber: Data dari wawancara 20 orang respnden, Jember 20 April 2025

Penyajian data diatas beberapa orang memberikan respon
cukup untuk kondisi jalan di Kabupaten Jember. Untuk keamanan
jalan 20 orang mengatakan tidak puas, tidak puas karena menurut
penggunan jalan keselamatan penting dalam berkendara. Terkadang

penyebab kecelakaan karena jalan yang rusak. Kemudian aksesbilitasi
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jalan 20 orang responden mengatakan cukup tetapi kondisi jalan harus
tetap diperhatikan agar memudahkan pengguna jalan ke tempat
umum, seperti halnya pedagang mendistributorkan barang butuh
aksesbilitas jalan yang baik supaya barang sampai dengan utuh dan

tidak menimbulkan kerugian.

Penyajian data didapatkan dari hasil observasi yang
didukung dengan wawanacara dengan DPRD Komisi C, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan juga
pengguna jalan atau. seluruh masyarakat Kabupaten Jember.
Wawancara dilakukan agar mendapatkan pernyataan dengan konteks
yang jelas untuk mengetahui sejaun mana DPRD Komisi C, Dinas
Pekerjaan.Umum Binas Marga dan Sumber Daya Air, bertanggung

jawab dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan.

N DPRD> Imerupakan./lembaga (legislatif atau instansi yang
r‘]ﬁ(enfghLyLu{ %M]gmﬁiglal/M/\JrLat?éy)erjlgjal];an anggaran dan
pengawasan ]anfgga;;rll ].'mallupuir; pelaksanaan  pembangunan
infrastruktur jalan. Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004
menjamin keterkaitan dan konsistensi untuk perencanaan anggaran
dengan pengawasan, pelaksanaan perencanaan pembangunan jalan.”
Oleh karena itu dalam melakukan pembangunan dan perbaikan

infrastruktur jalan, DPRD harus menetapkan atau mengajukan

%Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undng Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
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anggaran yang diperlukan sesuai kebutuhan kepada Bupati. Dari hasil
wawancara dengan salah satu Dewan Komisi C DPRD tentang

anggaran akan dilakukan dengan beberapa hal.

DPRD Kabupaten Jember menetapkan anggaran dengan
merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan
infrasturuktur jalan, kemudian mengusulkan anggaran kepada
Bupati Jember, selanjutnya DPRD melakukan pengawasan dan
merumuskan kebijakan untuk pembangunan. Jika anggaran
yang dinginkan masih belum ada atau cukup maka
pembangunan tidak dapat terlaksanan dan harus menunggu.®*

DPRD memilki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya yakni dengan menrima aspirasi dari masyarakat,
terutama soal keluhan infrastruktur jalan. Aspirasi masyarakat
diterima oleh. DPRD untuk segera ditindak lanjuti. Undang-undang
No. 25 Tahun. 2004« tentang Sistem.  Perencanaan Pembangunan
Nasional menerangkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Darl hasil ‘wawancara \' ada beber apa yan? harus dilakukan DPRD

Al HAJI ACHMAD Sli
setelah mendapjatkfan asqlraﬂ dellrl n?a\lsyarakat.

‘ h V1 11

DPRD langsung turun ke masyarakat untuk melakukan “Reses”.
Reses merupakan cara DPRD untuk mendengarkan langsung
kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya itu reses adalah cara
DPRD untuk mengusulkan program dan menusun kebijakan yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian setelah
melakukan reses, DPRD melihat kondisi jalan yang lebih
membutuhkan perbaikan. Kemudian DPRD menindak lanjuti
untuk berkolaborsi dengan lembaga eksekutif yaitu Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.”

* Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
% Rendri Albadiu Tri Virgarena, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
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Kemudian DPRD melakukan pengawasan terhadap kebijakan
yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air. DPRD mengawasi pembangunan sejauh mana pelaksanaan
yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Dewan Komisi
C ada beberapa hal yang harus dilihat dari pengawasan DPRD
terhadap proses pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dan Sumber Daya Air.

DPRD memastikan proyek berjalan dengan baik, atau sesuai dengn
standar. DPRD mengarahkan agar tidak terjadi penyelewengan
anggaran, dan_mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk
menyampaikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh
masyarakat mengenai proyek infrastruktur jalan yang dilakukan.*®

Perspektif atau saran dari. DPRD dalam tanggung jawab

pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik sangat

! [AS ISLAM
pentlng supa a mas arakat menda atkan mfstruktur jalan yang baik
&Y FACHMAD STDDIO

dan sesuai denPan sta}miar] _.‘Ha}sn y\fawancara dari salah satu Dewan
Komisi C, bahwasannya DPRD memiliki rekomendasi terhadap jalan
yang rusak nya sangat parah, sering dilewati truk-truk besar, agar jalan
tidak cepat rusak dan juga saran untuk jalan yang lama mendapatkan

perbaikann.

DPRD merekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
agar jalan yang rusak parah seperti jalan balung puger agar jalan
bukan di aspal tetapi agar di beton saja dan menghentikan truk
bermuatan untuk tidak melintasi jalan tersebut. Sekitar 3-4

% Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
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kilometer jalan yang akan di perbaiki karena terbatasnya
anggaran. Untuk sisa jalan yang berlunag akan di tembel saja.
Tidak terlaksananya perbaikan jalan karena pergeseran
pimpinan yang baru, atau juga disebabkan karena anggaran yang
belum cukup. Jalan Rambipuji-Puger mendapatkan respon
langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.%*

Penanganan infrastruktur jalan yang wajib dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten
Jember sebagai penyelenggara jalan, menangani infrastruktur jalan
yang menjadi kewenangan kabupaten. Dari hasil wawanacara dengan
Kepala Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat, Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air, melakukan perencanaan
penganggaran sebelum melakukan kegiatanan program penaganan
infrastruktur jalan. Pelaksanaan kegiatanpembangunan atau perbaikan
jalan yang dilakukan.Dinas-Pekerjaan Umum harus sesuai dengan
teknis ‘dan juga target yang sudah ditentukan dan pastinya langsung

| INIVERS A S | A NE( .
diawasi bleh péhgalids' pekerjaan dai- internal dinas maupun

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
pengawas yangjsu?ah rdl}unwkI

)

s

Perencanaan penanggaran didasarkan pada Rencana Kerja
(Renja) dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Kebijakan
anggaran tetap melihat infrastruktur jalan yang lebih
diprioritaskan untuk ditangani. Pada pelaksanaan pembangunan
dan perbaikan jalan dilakukan dengan adanya perjanjian resmi
dengan kontraktor atau perusahaan swasta. Perusahaan swasta
tersebut didapatkan dari proses penunjukan atau lelang. Segala
ketentuan yang terkait pelaksanaan sudah diatur dalam Kontrak
Kerja yang ditandatangani oleh dinas atau instansi yang
langsung bertanggung jawab atas proyek tersebut.*®

% Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 15 Maret 2025).
% Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jalan dan
Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air, pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, tentunya
akan melibatkan aspirasi masyarakat, Agar Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Sumber Daya Air bisa melihat langsung pendapat atau
usulan yang diajukan oleh masyarakat. Aspiasi masyarakat ini
dilakukan sudah tercantum pada Undang-undang No. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (21)
yang disebut dengan Musrenbang, Musyawarah Perencanaan

Pembangunan.

Program pembangunan dan perbaikan jalan di lakukan
berdasarkan “hasil kondisi jalan, kerusakan jalan, permukaan
jalan, keselamatan dan kenyamanan-pengguna jalan, aksebilitas
dan juga faktor lainnya; setelah itu akan dilakukan penyusunan
Rencana Kerja (Renja). Kemudian dilakukan Musyawarah
Perenacanaan Pembangunan yang disebut Musrenbang. Disini
usulan mas airak%t m?rquﬁaglplriqrim paling penting untuk
~ merencanakan 'pemlg guhan dan ‘perbaikan jalan. DPRD juga
| fmewakilkah ysulan darilaspirasismasyarakatlyang disebut Pokir
yakni Pokok Pihki{. (fin s Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber a))a Airjuga memberikan fasilitas kepada masyarakat
pada kontak pengaduan atau website.”

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
juga melakukan pengawasan memastikan manfaat kualitas jalan yang
sudah dibangun dan diperbaiki agar masyarakat tetap terpenuhi
haknya mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Pada Undang-

undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenacaan Pembangunan

% Sysanti, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)
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Nasional memiliki tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu Dari hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeriksaan kondisi jalan
dengan rutin agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan

tetap sesuai dengan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
melakukan pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan rutin
dilakukan masing-masing koordinator wilayah Pemeriksaan
dikerjakan sesuai dengan kondisi jalan. Pemeriksaan kondisi
jalan tersebut digunakan sebagai alat dalam rencana perbaikan
atau pembangunan infrstruktur jalan. Pemeriksaan rutin kondisi
ruas jalan kabupaten termasuk bahu jalan dan juga bangunan
pelengkap jalan lainnya.”’

Dari-hasil_wawancara, ‘dalam-pembangunan, perbaikan dan
juga pemeliharaan rutin-infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum

Bina jMarga idan Sumber| Daya \Ain juga; memiliki beberapa kendala

yang/peluldiketanui/juga bleh/mdsyarakat . ) 1) 1)

| EMB E R

Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan
membutuhkan anggaran yang besar. Anggaran yang terbatas
mengharuskan perangkat daerah skala prioritas perbaikan
maupun pembangunan tidal bisa langsung untuk ditangani.
Kemudian penyebab kerusakan jalan yaitu saluran drainase
yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh karena itu
masyarakat harus bisa membuang sampah ditempat yang sudah
disediakan.*

°7 Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)
% Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)
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Mendapatkan hasil wawanacara dari DPRD Komisi C dan
Dinas Pekerjaan Umum agar data bisa lebih efektif peneliti melakukan
wawancara terhadap pengguna jalan atau masyarakat Kabupaten
Jember. Wawancara dilakukan untuk melihat bagaimana pendapat
masyarakat terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember
dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.
Hasil wawancara dengan salah satu pengguna jalan yakni Bapak Edi
bagaimana pentingnya masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan

yang baik.

Penting nya_masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur jalan
yang baik untuk mempermudah pergerakan masyarakat baik
untuk bekerja, untuk melakukan pendidikan, mengakses layanan
kesehatan. Sering kali infrastruktur jalan yang tidak memadai
menimbulkafkecelakaan juga.”

Menurut beberapa Masyarakat atau pengguna jalan yang

SITASISLAM N 3
dlwawancaral sadar akan kondisi )Jalan l% itldak memadai untuk

KIAI HA)JI ACHMAD SID
dlgunakan. BaFaK SY-?'FUI] ,‘sallah satu pedagang yang berpendapat

bahwa kondisi jalan kabupaten Jember harus direhabilitasi tidak sesuai

dengan hak infrastruktur jalan baik yang seharusnya didapatkan.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Jember masih kurang memadai.
Infrastruktur jalan di Jember membutuhkan perhatian dari
Pemerintah Kabupaten Jember yang langsung menangani
masalah jalan. Agar mayarakat mendapatkan kenyamanan dan
juga infrastruktur jalan yang layak. Karena infrastruktur jalan
yang rusak menyebabkan transportasi yang digunakan pengguna

% Edi Susanto, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)
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jalan sering rusak dan itu salah satu dampak kerusakan jalan
yang dirasakan oleh pengguna jalan'®

Pengguna jalan atau masyarakat memiliki perspektif sendiri
terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam bertanggung jawab
untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.
Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Pemerintah harus
memelihara jalan baik dalam pembangunan dan perbaikan
infrastruktur jalan. Terutama pada jalan Rambipuji-puger yang perlu

dan cepat untuk di rehabilitasi.

“Pemerintah, Kabupaten Jember belum sepenuhnya melakukan
tanggung jawab untuk ‘memelihara jalan dalam perbaikan,
pembangunan jalan. Infrastruktur jalan di Desa sering lalai
unutk-ditangani dalam waktu yang lama. Perbaikan jalan harus
dilakukan secara merata dan pemerintah harus segera merespon
atau..memprioritaskan »usulan.dari. masyarakat karena jalan
sangat berpengaruh dalam aktifitas sehari-hari. Jalan Rambipuji-
balung yang cepat untuk direhabilitasi karena jalan tersebut
‘sering dilintasj fruk dan agﬁr(]yqikepelakapn di tahun 2024 karena

me“f’f'”dar%?"’f”mdé}n SIDDIQ

Sete ah dll}akuran pen aalq dan juga wawancara, pengguna
jalan atau mitsyarakai K;Ibupatégl Jember sangat mengeluhkan
infrastruktur jalan yang rusak, Terutama pada jalan Rambipuji-Puger
Pengguna Jalan dan masyarakat mengharapkan jalan untuk cepat
diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

melihat skala yang diprioritaskan lebih dulu untuk ditangani. Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan

190 syaiful Bahri, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)
9'Nawawi, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)



65

pemeriksaan rutin oleh koordinator masing-masing wilayah

kecamatan secara berkala.

Disisi yang lain, DPRD sudah berusaha mengajukan anggaran
yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur
jalan, tetapi anggaran yang kurang dan terbatas membuat perbaikan
dan pembangunan menjadi terhambat. Soal anggaran yang terbatas,
Hal ini merupakan salah satu kendala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air untuk memenuhi hak masyarakat
mendapatkan infrstruktur jalan yang baik. Untuk jalan Rambipuji-
Puger membutuhkan anggaran yang begitu besar, maka DPRD
langsung mengajukan anggaran kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Provinsi Jawa Timur.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan
Hak Masyarakat Atas 1hfrastbrktur Jaldn 'ang baik Dalam

KIAJ HAII ACHMAD SIDDIQ
Perspektif Figh Styasah. -

MBER

Figh m]erufpakflaﬁI hllkunl1 isiam yang memiliki aspek penting
dikehidupan. Figh berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Kata “fagaha”
pada Al-Qur’an meiliki arti “Ilmu yang begitu dalam yang dapat
diambil kemanfaatannya”. Figh meiliki sifat ijtihadiyah vyaitu
pemahaman pada hukum syara’ mengikuti kondisi perubahan zaman,
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa yang memiliki arti mengatur,

mengurus, memerintah atau pemerintahan. Dalam kata bahasa siyasah
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merupakan peraturan perundangan agar dapa terjaga ketertiban dan
kemaslahatan manusia dan mengatur keadaan sesuai dengan peraturan
perundangan tersebut. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat
disimpulkan, figih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam
untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam kenegaran

yang memelihara ketertiban dan kemaslahatan.*®

Siyasah syar’iyah memberikan pemahaman bahwasannya
masyarakat harus hidup dalam kemaslahatan berdasarkan syariat.
Kebijakan politik yang dibuat bertentangan dengan syariat siyasah
maka tidak boleh ditkuti, jika kebijakan politik atau peraturan
perundang-undangan tersebut memberikan kemasalahatan wajib untuk
diikuti. Pada.suran An Nisa’ ayat 159 dijelaskan seluruh umat yang
beriman_unutk menaati- Allah, menaati Rasulnya, dan menaati para
pemimpipnya _tgta_}[Pil Jlka} Pe\rpgq:{‘PeQQaPa?t W\ka kembali pada Allah

(Al:Qut ah) dan Rasullsebagei Sunriatinya 1) 1 ()

EMBER
Objek figh siyasah adalah hubungan pemerintah dengan

masyarakat supaya masyarakat ~mendapatkan kemaslahatan,
kesejahteraan dan dijauhkan dari kemudhratan. Objek tersebut seperti
masalah peraturan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam
masa damai dan masa perang, kebijakan uang dan moneter. Figh

siyasah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bisa diubah karena

92\Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,

2014), 2-4.

193 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 5.
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perubahan zaman dan juga harus mempertimbangkan sesuai dengan
aspirasi masyarakat. Kebijakan pemerintah akan berjalan dengan

efektif sesuai dengan usulan dari masyarakat.'*

Tidak hanya itu masyarakat juga harus tahu Kkebijakan
Pemerintah Kabupaten Jember untuk memenuhi hak masyarakat atas
infrstruktur jalan yang baik. Kebijakan infrasturktur jalan yang dibuat
pemerintah akan berubah sesuai dengan perkembangan infrastruktur
jalan itu sendiri, sekaligus melihat aspirasi masyarakat kabupaten

Jember.

Tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember sangat
diperlukan_ untuk memenuhi hak masyarakat agar mencapai
kepentingan bersama dan kemaslahatan. Pemerintah adalah pemimpin
yang sudah ditunjuk oleh masyarakat untuk mengurus kebutuhan

masyarakat. ISeperti /daland imelaksanakan  sholat berjama’ah, imam
perad i e it Fafteberdp ekt saa. Dengan jaek
yang dekat malla r}nakfr:\‘flljm]k;isal mein\getahui gerakan imam. Jika imam
melakukan kesalah maka makmum dapat mengoreksi tanpa merusak

sholat itu sendiri. Oleh karena itu pemimpin atau pemerintah harus

dekat dengan masyarakatnya.'%®

Kepala pemerintahan atau kepala negara harus mendengarkan

aspirasi dan menyelesaikan masalah yang sedang dikeluhkan

104 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 17-18
%Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 241.
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masyarakatnya. Pemerintah dapat di hukum jika melakukan sesuatu

yang sudah kelewatan batas kewenangan. Kepala pemerintahan atau

kepala negara memiliki kewajiban yang dibahas oleh para ulama figh

siyasah salah satunya adalah AL-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam

al-Sulthaniyah menjelaskan ada sepuluh kewajiban yang patut

dilakukan oleh pemimpin atau kepala pemerintah diantaranya :

Kepala negara dapat menjaga atau memelihara agama sesuai
ajaran agama islam.

Kepala negara memberikan hukuman bagi masyarakat yang
melakukan kesalahan, menghentikan permusuhan agar timbul
keadilan.

Kepala..negara“harus menjaga keamanan. Supaya masyarakat
merasa aman dikehidupan sehari-hari.

Kepala negara |djqp_§t|[p?n§ga{<kgn hhu_klﬂrr‘l pidana sesuai dengan

ukumialiah. ACHMAD S1DDIO)

Kepala nedaré mé'i’hbelltéhénkalrf dan memperkuat keamanan, agar
terjaga kemumgkinan serangan-serangan dari pihak luar.

Kepala negara melawan musuh-musuh yang membangkamng dari
dakwah islam dengan berijtihad.

Kepala negara adil dalam mengelola keuangan hasil dari
perampasan perang ataupun bukan hasil perampasan perang,

pajak, dan sedekah lainnya.
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h. Kepala negara harus menentukan belanja negara yang disebut
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

i. Kepala negara mengangkat sesuai dengan kejujuran, keadilan,
dan kepercayaan mereka saat melakukan tugas tersebut.

J. Kepala negara secara langsung bertanggung jawab dalam
kemakmuran umat islam, langsung mengelola urusan kenegaraan

secara umum.1%

Kepala negara wajib memelihara dan menghormati hak-hak
asasi masyarakatnya, karena dengan hal ini masyarakat memiliki
kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Ketika kepala negara
melaksanakan kewajibannya dengan baik, masyarakat harus
memenuhi.hak-hak yang dimiliki_oleh kepala negara. Al-Mawardi
menjelaskan ada dua jenis yang dimiliki oleh kepala negara yakni hak
untuk di;aqti: danﬁalgyrpt%wp%pt%an IpIHkungan yang bermoral
selania | Kepala| Inegafa | mepjalahRarty pemetintahan dengan  baik,
memerintahkan hal-hal’ kébada rln:asyarakat sesuai dengan ajaran
syari’at islam. Jika bertentangan maka masyarakat tidak wajib untuk
mematuhinya. Oleh sebab itu masyarakat wajib untuk memberikan
peringatan dan mengutarakan pendapat supaya kepala negara bisa

bekerja dengan baik.*”’

196 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 243.
97 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 244.
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Pada hasil wawancara dengan salah satu staff DPRD Komisi
C diatas bahwasannya DPRD memilki kewajiban untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya yakni dengan menerima aspirasi dari
masyarakat, terutama soal keluhan infrastruktur jalan. Aspirasi
masyarakat diterima oleh DPRD untuk segera ditindak lanjuti. Pada
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga menerangkan untuk mengoptimalkan
partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara ada beberapa yang harus

dilakukan DPRD setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

DPRD langsung turun ke masyarakat untuk melakukan “Reses”.
Reses merupakan cara DPRD untuk mendengarkan langsung
kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya itu reses adalah cara
DPRD. untuk mengusulkan program dan menusun kebijakan
yang.disesuaikan dengan kebutuhan-masyarakatnya. Kemudian
setelah melakukan.reses, DPRD melihat kondisi jalan yang lebih
membutuhkan perbaikan. Kemudian DPRD menindak lanjuti
untuk berkolaborsi dengan lembaga eksekutif yaitu Dinas
FREPURRYPERS TS Mg i Eyeikpr Dava Air™

KIA P AN (o S oy 3 lembecn legistait
memiliki kekuasaan uptukimémbuat dan menetapkan hukum yang
disebut dengan al-sulthah al tasyri’iyah, Seperti DPRD kabupaten
lembaga legislatif ditingkat daerah. Kekuasaan legislatif mempunyai
kewenagan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan kepada
masyarakat yang sesuai dengan syari’at islam. Menetapkan hukum
yang akan berlaku di masyarakat bertujuan untuk menciptakan

kemaslahatan dilingkungan masyarakat sesuai dengan ajaran syari’at

198 Rendri Albadiu Tri Virgarena, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
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islam. Kekuasaan legislatif merupakaan kekuasaan tertinggi di
pemerintahan oleh karena itu, Ketentuan dan ketetapan yang dibuat
oleh kekuasaan legislatif akan dilaksanan dengan efektif oleh lembaga

eksekutif dan yudikatif.*®

Para mujtahid di lembaga legislatif hanya menggali dam
memahami sumber-sumber syariat islam dari Al Qur’an dan Sunnah.
Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh
lembaga legislatif harus mengikuti syari’at islam. Lembaga legislatif
membuat  undang-undang. atau peraturan  penting  untuk
mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dan melihat kondisi dan
situsi sosial masyarakat. Perubahan kondisi sosial pada masyarakat,
lembaga«legislatif berwenang untuk..mengagantikannya dengan
undang-undang yang lebih relevan karena jika tidakk diganti khawatir
undar‘lg-.u‘nd_a;ngi atﬁvpgrqtgrlar\ {WK“;Q@S? angikuti perkembangan

kendisilsosial'tersebut I NMA L STD DI

| EMBER
Kewenangan lembaga eksekutif adalah lembaga yang

mengelola keuangan negara. Lembaga legistatif memiliki hak atas
pengawasan dan mempertanyakan anggaran pendapatan belanja
daerah yang dikeluarkan kepala negara untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya atau selama kepala negara tersebut dalam

melaksanakan pemerintahannya. Lembaga legislatif meminta

19 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 187.
19 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 188.
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pertanggung jawaban dan laporan keuangan negara diwaktu tertentu.
Selain itu lembaga legislatif juga bertanggung jawab terhadap untuk
mengontrol, bertanya, dan meminta kejelasan tentang sesuatu hal yang
dibahas dengan lembaga eksekutif.** Seperti DPRD mengawasi
penggunaan anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan umum

untuk perbaikan dan pembangunan jalan.

Dari hasil wawanacara dengan salah satu Dewan Komisi C
DPRD, DPRD merupakan lembaga legislatif atau instansi yang
mempunyai tanggung.. jawab terhadap pengajuan anggaran dan
pengawasan  anggaran  maupun  pelaksanaan  pembangunan
infrastruktur jalan. Oleh karena itu dalam melakukan pembangunan
dan perbaikan_infrastruktur jalan, DPRD harus menetapkan atau

mengajukan anggaran yang diperlukan sesuai kebutuhan kepada
BupafiyNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kl ADPF&[gAiLbdbage ”\éy\elr) Lta!)kan “anggaran dengan

merencanakan anggatan|- yang dlbutuhkan untuk perbaikan
infrasturuktur jalan, kemudian mengusulkan anggaran kepada
Bupati Jember, selanjutnya DPRD melakukan pengawasan dan
merumuskan kebijakan untuk pembangunan. Jika anggaran yang
dinginkan masih belum ada atau cukup maka pembangunan
tidak dapat terlaksanan dan harus menunggu.**?

Sepuluh kewajiban kepala negara supaya kemaslahatan
masyarakat tercapai dalam memenuhi hak masyarakat atas
infrastruktur jalan yang baik. Beberapa kewajiban pemerintah

kabupaten Jember belum sepenuhnya dilakukan. Ada dua kewajiban

1 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 188.
12 Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).
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pemerintah yang langsung menuju pada pemenuhan hak masyarakat
atas infrastruktur jalan yang baik yang pertama, Pemerintah
bertanggung jawab mengelola secara umum urusan Kkenegaraan
dengan masyarakat, supaya masyarakat hidup dengan kemakmuran.
Lembaga legislatif yakni DPRD memilki wewenang untuk mengatasi
masalah kenegaraan. DPRD memiliki kekuasaan tertinggi setelah

Bupati.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu 20 orang
responden beberapa orang memberikan respon cukup untuk kondisi
jalan di Kabupaten Jember. Untuk keamanan jalan 20 orang
mengatakan tidak puas, tidak puas karena menurut penggunan jalan
keselamatan.. penting  dalam .“berkendara. Terkadang penyebab
kecelakaan karena jalan yang rusak. Kemudian aksesbilitasi jalan 20
orang re§pgr;d_e:_n _JrlnFnlga}tqkwap;g\{lﬁup\ :teEapi iIf?ndisi jalan harus tetap
diperhatikan /adar fémudahKaf, péngguna ljalah Jke tempat umum,
seperti halnya bedagahd n1]e'hdﬂstrill§)£1torkan barang butuh aksesbilitas
jalan yang baik supaya barang sampai dengan utuh dan tidak

menimbulkan kerugian.

Pengguna jalan atau masyarakat memiliki perspektif sendiri
terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam bertanggung jawab
untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.
Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Pemerintah harus

memelihara jalan baik dalam pembangunan dan perbaikan
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infrastruktur jalan. Terutama pada jalan Rambipuji-puger yang perlu

dan cepat untuk di rehabilitasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember belum sepenuhnya melakukan
tanggung jawab untuk memelihara jalan dalam perbaikan,
pembangunan jalan. Infrastruktur jalan di Desa sering lalai
untuk ditangani dalam waktu yang lama. Perbaikan jalan harus
dilakukan secara merata dan pemerintah harus segera merespon
atau memprioritaskan usulan dari masyarakat karena jalan
sangat berpengaruh dalam aktifitas sehari-hari. Jalan Rambipuji-
balung yang cepat untuk direhabilitasi karena jalan tersebut
sering dilintasi truk dan adanya kecelakaan di tahun 2024 karena
menghindar jalan yang rusak.'*®

Dari beberapa hasil wawancara di atas, DPRD wajib
melaksanakan wewenang sesuai dengan syari’at islam dan sesuai
dengan ketentuan yang Allah tetapkan yakni dengan Al-Qur’an dan
Sunnah. DPRD harus mempertimbangkan kondisi sosial atau aspirasi
dari masyarakat “supaya Kkebijakan yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. DPRD wajib untuk menentukan dan
menetapkan, Ipengawasan ldan. pertanggung jawaban anggaran belanaja
Jéé;éﬁIkEeAQJ Ib@&il']&m/l!rlnz)aél leLLejljulhl saat melakukan
pembangunan ]dafn |{;elrba]iléanI inif‘rastruktur jalan. Anggaran ini
diperuntukkan untuk melakukan pembangunan, pelayanan publik, dan
juga kebutuhan yang lainnya. Karena dengan infrastruktur jalan yang
baik, masyarakat dapat memenuhi hak asasi mendapatkan

kemaslahatan.

BNawawi, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)
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C. Pembahasan Temuan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam
Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infratruktur Jalan Yang Baik.
Pemerintah kabupaten Jember telah menjalankan tugasnya

sesuai dengan Isi dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 pasal 2
menjelaskan terjaminnya dalam integrasi, sinkronisasi, sinergi yang
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah
pusat maupun Daerah yang dimaksudkan pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan DPRD memiliki
keterkaitan untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan hak

masyarakat untuk perbaikan danjpembangunan infrstruktur jalan.

Pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 24 ayat (1) dan
(2) tentang.. Lalu. “Lintas™ dan..Angkutan Jalan menjelaskan

bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya
y ISLAM

Alr vy&l |b up}\l] fn A% TWR lkan |ﬁraitru}ktl%r jalan yang rusak.

Untuk menget?hql kﬂqdlﬁl_" |qfraszt‘ruktur jalan yang rusak, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melihat
kelayakan jalan yang sedang dioperasikan. Kemudian DPRD melihat
kondisi jalan yang diusulkan dengan kegiatan Reses, memprioritaskan
jalan yang lebih parah. Dijelaskan pada Undang-undang No. 22 Tahun
2009 pasal 22 penyelenggara jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab bahwasannya

wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan dan jalan yang
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dioprasikan harus memenuhi persyaratan kelayakan fungsi jalan

secara teknis dan administratif.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala dilakukan oleh
koordinator masing-masing wilayah. Dari hasil pemeriksaan tersebut
kemudian ditindak lanjuti. Penyelenggara jalan kabupaten Jember
sudah melakukan pemeriksaan rutin tetapi infrastruktur jalan masih
belum terbilang baik karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar
atau anggaran yang tidak cukup membuat penyelenggara jalan harus

menunggu.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 29 menjelaskan,
pelayanan-lalu lintas dan angkutan jalan agar keselamatan, kemanan
berkendara, tertib dan lancar maka kondisi jalan harus tetap

dipertahankan.'{ Untuk “mendukbing™~mémpertahankan kondisi jalan

r‘]ﬁ(éli(éﬂ‘ éidullmdah&i( HaLre\tAngLgr\/;;sl. l Uajngi %reservasi tersebut
EMDB E R

digunakan untuk rehabihlitasi, pemel'iharaan, dan rekontruksi jalan.

Dana Preservasi didapatkan dari pengguna jalan dengan
pengelolaan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dana
Preservasi menunggu ketersediaan anggaran tahunan. Kemudian pada
pasal 30 menjelaskan, Dana Peservasi harus dilaksanakan dengan
prinip berkelanjutan, akuntabilitas, ransparansi, keseimbangan, dan

kesesuaian. Dana Preservsi juga didapatkan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah. Oleh karena itu, Dana Preservasi menunggu ketersediaan
anggaran tahunan. Kurangnya anggaran dan anggaran yang terbatas,
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumbr Daya Air tidak bisa
melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air harus menunggu
anggaran.. Hal inilah yang membuat infrastruktur jalan mengalami

kerusakan yang parah.

Infrastruktur jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas, penyelenggara jalan memiliki kewajiban unuk
memberikan tanda atau rambu pada jalan rusak agar tidak terjadi
kecelakaan.lalu lintas. Seperti memberikan-papan info agar pengguna
jalan berhati-hati melewati jalan yan rusak. Hal ini penting dilakukan
oleh Pemer_ir;ta__lp‘l{(ﬁ?gﬁ)g’tqqﬂemq%r -@tt{k ?kt:ag?lamatan dan keamanan

péngdunajjalan| | ACHMALD S1DDIO

EMBER
Pemerintah  kabupaten Jember telah menerima aspirasi

masyarakat dan mengusahakan untuk memenuhi hak masyarakat
dalam mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Melakukan Reses
yang dilakukan oleh DPRD sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air melakukan Musrenbang bersama
masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik memiliki kaitan dengan hak
hak soisal dan ekonomi supaya masyarakat mendapatkan hak

kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik, hak atas pendidikan, dan
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hak kesehatan. Aksesbilitas jalan yang baik memudahkan masyarakat
untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan kesejahteraan sosial.
Aksesbilitas yang kurang baik, biasanaya akan berdampak pada
pengguna jalan, seperti jalan rusak untuk menempuh pendidikan
sangat sulit karena jalan yang berlubang, jalan tidak rata
mengakibatkan kendaraan yang dipakai rusak, dan kualitas

keselamatan yang kurang.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
memiliki kendala yang perlu dipertanggung jawabkan, yakni
masyarakat membuang sampah pada tempanya, supaya drainase bisa
berfungsi. Karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sering

dilakukan.masyarakat.

Berdasarkan penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa, telah

dijelasakn ‘pada Whdang-undang\Nox 22 Tahun 2009, Penyelenggara
jl’a(fia}w’?)alkrji BMJ P/e}(griflaLMrln)B;éal ll/?al'gjai é;n Sumber Daya Air
wajib bertanggllmgf jav;alb a]ta;s ilnfrz;s‘truktur jalan. Penyelenggara jalan
yang bertanggung jawab langsung dengan infrastruktur jalan, yang
telah dijelaskan undang-undang tersebut menjelaskan infrastruktur
yang rusak harus untuk segera diperbaiki. Melakukan pemeliharaan
rutin untuk mencegah bertamabah parahnya infrastruktur jalan,
melihat kondisi kelayakan untuk pengguna jalan. Untuk memperbaiki

infrastruktur  jalan. Penyelenggara jalan membutuhkan Dana

Preservasi.
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Dana Preservasi memang dikhususkan untuk dana
pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekontruksi jalan, termasuk juga
pemeliharaan rutin untuk melihat kondisi jalan yang dioperasikan
untuk pengguna jalan. Dana Preservasi di dapatkan dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, diajukan pada DPRD, kemudian jika disetujui oleh DPRD

yang dituangkan dalam APBN maupun APBD.

Oleh karena itu, Infrastruktur jalan yang rusak tidak cepat
ditangani oleh penyelenggara jalan yakni Dana yang terbatas karena
dan  menunggu _ ketersediaan  anggaran tahunan, membuat
penyelenggara jalan untuk' menghentikan tau menunggu terlebih
dahulu. ‘Hal..Ini yang menyebabkan infrastruktur jalan mengalami
kerusakan parah.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Kablipaten Jember Dalam
P]e(fﬁeﬁdhér{ Ifl\ekl I\A’Asgfél'a[MA\tels)lnﬁ;r]aLMrH&rlJalan Yang Baik

Dalam Perspektif Figh/Siyasah. |+

Figih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang
penting dalam mengatur kehidupan manusia sesuai dengan syari’at
islam, supaya kehidupan manusia mendapatkan kemaslahatan
dikehidupan itu sendiri. Figh siyasah juga membahas tentang masalah
kekuasaan. Kekuasaan yang dapat mengarahkan rakyatnya kepada
kemaslahatan. Pada figh siyasah, kepala negara meiliki kewajiban atau

kriteria yang harus dilakukan sesuai dengan syari’at islam.
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Kepala Negara yang ideal sebagai seorang pemimpin memiliki
rasa tanggung jawab adil dan bijaksana. Dalam infrasturktur jalan,
Pemerintah kabupaten Jember bersikap adil unutk melakukan
perbaikan dan pembangunan infrastruktur dengan merata. Terutama
pada desa kemudian pelosok Untuk mengetahui kebutuhan
masyarakat. Kepala Negara atau pemimpin yang diangkat harus
meiliki kejujuran. Terutama kejujuran pada uang Negara, memiliki
tanggung jawab atas keuangan yang dikeluarkan selama menjadi

pemimpin.

Kepala negara haus _ memiliki kepedulian terhadap
masyarakatnya, seorang kepala negara harus memiliki rasa kedekatan
terhadaps.masyarakatnya. Pemerintah..kabupaten Jember harus
memiliki ~ kewajiban . kepedulian  terhadap = masyarakatnya.
Menqengarkan_ :fa§PiIra'f'l-w qa{il _ma\s}/a{a:kz%t. unttﬂk mendengarkan yang
ditisulkanuntuk perhaikan! dah penbandunan jalan. Pemerintah harus
memenuhi keﬂutdhan’h"'“rlna:l»)’/ar&katﬁi/a seperti memenuhi kebutuhan

masyarakatnya mendapatkan infrastruktur jalan yang baik.

Pemimpin yang ideal harus benar-benar melayani
masyarakatnya secara adil. Kepala pemimpin harus melakukan
musyawarah supaya tahu pendapat masyarakatnya terutama pada
pemenuhan hak masyarakat. Musyawarah dilakukan supaya kepala
negara maupun pemerintah lebih dekat, lebih mudah untuk

menjangkau kebutuhan masyarakatnya.
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Perlu diketahui cara mengukur bagaiamana kebijakan
pemegang kekuasaan sudah sesuai dengan syaria’at dilihat dari
prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Prosedur dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syarat
siyasah syar’iyah harus dilakukan dengan cara musyawarah dengan
masyarakat. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-

Syura ayat 38 sebagai berikut!**

@‘,,M‘WJM u‘dlb‘c Jr—diyﬁ }nh\a, j.,:zﬁl\@m}u”@)w\}
(0)ed

Artinya:“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad)

berlaku wlemah “lembut terhadap .mereka. Seandainya engkau
memiliki sikap Keras:dan berhati kasar, mereka akan menjauh dari
sekelilingmu.”Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk

R

mereka daln berrlnlus avvlarzlhlgr\f lje\ﬁ an ‘mereka dalam segala urusan
KIAI HA)I A( HMAD \11)1)10

(penting). Ke[nudlar’ Tpafnlatekard engkau sudah bulat, bertagwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang

bertawakal”. Surat Ali Imran ayat 159.*°

)

O 5y ey (i o )5 20 5 € £ Ll sl Sl Gl

O

4 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 7.
15 Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Jabal, 2010), 71
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Artinya: “Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang
mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, dan urusan
mereka diputuskan dengan cara musyawarah di antara mereka.
Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami

anugerahkan kepada mereka”. Surat Asy-Syura ayat 38,16

Dari kedua ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa perintah
untuk melakukan musyawarah saat mengambil keputusan merupakan
syri’at yang wajib diikuti. Para ulama mewujudkan prinsip
musyawarah ini dengan sebuah lembaga dan pemerintahan. Saat
melakukan musyawarah bisa menciptakan hak-hak asasi manusia
patut unutk dihargal. Meskipun figih siyasah dan siyasah syar’iyah
berbeda wtetapl._keduanya memiliki_hubungan yang erat. Siyasah
syar’iyah merupakan bagian dari figh siyasah, supaya kebijakan
pemQuat_gn-._p:e(qtq‘rlaﬂ,‘Pgbrﬁlanapgﬂn@nqaq agar sesuai dengan syarat

el 'HAJ)l ACHMAD SIDDIQ

| EMBER
Sesuai dengan ayat Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 158 dan

surat Asy-Syura 38, Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan
musyawarah untuk melakukan kebijakan yang akan dibuat dalam
perbaikan dan pembangunan infrasruktur jalan. Hal ini juga di
jelaskan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan “Musrenbang”

118 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 487
" Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 8-9.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan bersama masyarakat.
Musrenbang dilakukan agar usulan perbaikan dan pembangunan
infrastuktur jalan sesuai dengan hak masyarakat dan diketahui oleh

Pemerintah kabupaten Jember.

Dapat disimpulkan bahwasannya, Pemerintah kabupaten
Jember belum memenuhi kesejahteraan atau kemaslahatan
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan dan
menjalankan kriteria-kriteria kewajiban menjadi pemimpin yang ideal
supaya, bisa bertanggung jawab dengan syariat dan bermoral. Kriteria-
kritria tersebut memudahkan pemerintah kabupaten Jember lebih
peduli terhadap masyarakatnya. Bertanggung jawab dalam memenubhi

kebutuhan.masyaraktnya supayatercapainya kemaslahatan.

Perihal pengawasan dan transparansi anggaran perlu
ditingkatkan | dan Imelibatkan./masyarakat antuk mengawasi proyek
pr(rbéAkL\n ijL A\p(en]\ hQ/JV\UJJJahrlI)Mnthdapat meningkatan
kepercayaan masyarakgt terhadap |c:)emer|ntah kabupaten Jember. Jika
kriteria-kriteria menjadi pemimpin yang ideal akan terlaksana secara
konsisten hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang berkualitas,
merata, dan berkelanjutan. Kemudian pemeberitahuan dan kebijakan
pembangunan jalan harus sesuai dengan harapan masyarakat yakni
dengan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan masyarakat merupakan
hal penting sesuai dengan persturan perundang-undangan dan sesuai

dengan syariat islam .



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dengan dara yang

relevan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan perbaikan jalan pada
jalan yang rusak. Kepada penyelenggara jalan yakni Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeliharaan
rutin untuk mencegah kerusakan jalan. Dana preservasi yang
dibutuhkan untuk rehabilitasi, pemeliharaan rutin, rekontruksi jalan
diambil dari APBN.maupun APBD. Hal inilah penyebab anggaran
yang terbatas dan kerusakan jalan menjadi tambah parah karena,
menunggu anggaran.tahunan tersebut. Masyarakat dihimbaukan untuk
membuang sampah yang sudah disediakan daerah masing-masing,
supaya drainase‘dapat digunakan'sebagai mana semestinya. Karena hal
mrl( mg}ljpeikaﬁf\ljend/}a(pénly/réfgr%g}a})ta?a aln)salt] melakukan perbaikan
dan pembangunan |nfr£sgruktijr jalarll\

2. Dalam figh siyasah, Pemerinth kabupaten Jember wajib mendengarkan
usulan masyarakat untuk megetahui kebutuhan masyarakat dalam
infrastruktur jalan yang baik. Pemerintah kabupaten Jember harus
memiliki Kriteria sebagai pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal
memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat untuk adil dalam
perbaikan dan pembangunan secara merata dan jujur dalam

transparansi anggaran.

78
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B. Saran

1. Kepada Pemerintah kabupaten Jember seharusnya melakukan
pemeliharaan preventif untuk mengurangi resiko kerusakan yang
terlampau parah atau kerusakan. Pemeliharaan preventif bisa dilakukan
dengan cara mengganti kompenen yang dikhawatirkan tidak tahan
lama atau cepet rusak. Pemerintah kabupaten Jember mencari opsi
pendanaan lain, seperi kemitraan public swasta, atau dana tanggung
jaswab sosial perusahaan swasta. Supaya mengurangi ketergantungan
pada APBN maupun APBD.

2. Dalam kesesuaian figh siyasah, Pemerintah kabupaten Jember harus
meningkatkan keterlibatan masyarakat, masyarakat harus diajak untuk
melakukan«forum ‘dialog masyarakat, pemerintah kabupaten Jember
melakukan penilaian .dan peningkatan jalan berkelanjutan secara

merata “keseluruhwilayah, dan melakukan system evaluasi secara

verkald NIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HA)JI ACHMAD SIDDIQ
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Dasar 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerblitan Rekomendas! Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian
Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 07 Januarl 2025, Nomor: 5837, Perihal: Permohonan Penelitian
Untuk Tugas Akhir Kuliah/Skripsl

MEREKOMENDASIKAN
Nama : Alfiani Khumairoh
NIM : 3509277009020003/212102030064
Daftar Tim -
Instansi : UIN KHAS Jember/ Fakultas Syari'ah/Hukum Tata Negara
Alamat : JI. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kallwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan Jjudul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember
Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur.Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Figh Siyasah
Lokasi : Komisi C DPRD KabupatenJember
Waktu Kegiatan : 24 Februari 2025 s/d 24 Maret 2025
Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan

atau data seperlunya untuk kegiatan dlmaksud
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidlkan

2 e TR GETAS TS AM NEGERL.
et PR ﬁA]T'wc:meD SIDDIQ

Ditetapkan di : Jember ™
Tanggal : 25 Februari 2025
J l . H l ALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

l-knp ]enberlub go. Id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember

2. Yang Bersangkutan
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LAMPIRAN 8

Surat Rekomendasi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Kabupaten Jember
di-

Jember
SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0557/415/2025
Tentang
PENELITIAN
Dasar : 1. Permendagri Rl Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian
Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS Jember, 07 Januari 2025, Nomor: 5838, Perihal: Permohonan izin untuk melakukan
penelitian sebagai tugas akhir kuliah/skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Alfiani Khumairoh
NIM : 3509277009020003/212102030064
Daftar Tim o '
Instansi : UIN KHAS Jember/Syari'ah/Hukum Tata Negara |
Alamat : JI. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Figh Siyasah
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Merga Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Waktu Kegiatan : 11 Februari 2025 s/d 11 April 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewmmdan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan
atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

3 Toak amenmsan AU WA A4 A5 19T AM NEGERI
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan. _
oemiion e b i aghoeichrote, | ) 11101 ()
) . gltetapkan di ':Jember )
J EMBE Lgﬁfiaémséﬁ?gi"ﬁlﬁ‘iﬁ’m
KABUPATEN JEMBER

|-krep jemberkab.go.id -

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan
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LAMPIRAN 9

Surat Selesai Penelitian
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LAMPIRAN 10

Surat Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp.(0331) 487934-426994 Fax 426994

Email : bmsda.]embe@gmall.com Website : bmsdajember.blogspot.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800.1.4.1/;8% /35.09.312/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Liyantono, ST

NIP : 197804252006041010

Pangkat/Gol : Penata Tk. |/ llid

Jabatan : Plit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Alamat : Jalan Brawijaya No. 63 Jubung - Jember

Bertindak sebagai PlIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Alfiani Khumairoh
NIM. :3509277009020003 /212102030064
Instansi TUIN KHAS Jember/Syari'ah/Hukum Tata Negara

Benar - benar telah melaksanakan PENELITIAN di Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat

(URC) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

terhitung mulai tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 11 April 2025 sangat baik,

disiplinkta,ngg'un% j}awab serta berdedikasi tinggi dan layak gﬁntuk bekerja setelah lulus.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan

KiAFHATEAEMMAD SIDDIQ
] M B B Hember, 6 mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
i arga Dan Sumber Daya Air

NIP. 197804252006041010
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BIODATA PENULIS

Nama - Alfiani Khumairoh

NIM 212102030064

Tempat, Tanggal Lahir : Jember; 30 September 2002

Alamat : Desa Kalisat Rt/Rw 003/016 Kecamatan

Program Studi

Jurusan

Kalisat'Kabupaten Jember

. Hukum Tata Negara

INIVERSITAS 1 Hpkum,Tata Negara

Riwayat Pendidikan 1A )1 ACHMAD S1DDIQ)

1. TK Ais iyalh BUManl Athfal Kalisat (2008-2009)
2. SDN Kalisat 01 (2010-2015)

3
4

Mts Unggulan Nurul Islam Jember (2016-2018)
MA Unggulan Nuris (2019-2021)

Pengalaman Magang

1.
2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (2023)
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember (2024)
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